
BUPATI SEMARANG 
PROVINS! JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI SEMARANG 
NOMOR l-3 TAHUN 2015 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 31 T.AHUN 
2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL 

PADA PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SEMARANG, 

Menimbang: a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti temuan Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia pada 
Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektifitas 
Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi 
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual 
Tahun 2014 sampai dengan Triwulan III Tahun 2015 
Pemerintah Kabupaten Semarang, dan 
menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang 
Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada 
Pemerintah Daerah perlu meninjau kembali Peraturan 
Bupati Semarang Nomor 31 Tahun 2014 tentang 
Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah 
Kabupaten Semarang karena sudah tidak sesuai 

Mengingat: 

· dengan perkembangan yang ada; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati Semarang. 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomo.r 67 Tahun 1958 tentang 
Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga 
Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran 
Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 1652); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahu n 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
Perluasa n Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3079); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 
II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3500); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 
2013 tentang penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah 
Daerah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 
2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana 
Bergulir pada Pemerintah Daerah; 



14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 
Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 31 TAHUN 2014 
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA 
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG 

PasalI 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 31 Tahun 
2014 ten tang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah 
Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 
Nomor 31) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan dalam Lampiran X dan Lampiran XIII diubah, sehingga 
berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan Lampiran XIII, 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Semarang. 

Ditetapkan di Ungaran 
pada tanggal 11? - l 1. - ;t61f; 

Pj. BUPATI SEMARANG, 

TTD 

SUJARWANTO DWIATMOKO 
Diundangkan di Ungaran 
pada tanggal I~ - 12.--2.ol> 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SEMARANG, 

TTD 

GUNAWAN WIBISONO 

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2015 NOMOR 74 



Salinan 
Sesuai Dengan Aslinya 

UM SEKRETARIAT DAE H 
, SEMARANG, 



LAMPIRAN X 

PERATURAN BUPATI SEMARANG 
NOMOR 73 TAHUN 2015 
TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATl SEMARANG NOMOR 31 
TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN 
AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL 
PADA PEMERINTAH KABUPATEN 
SEMARANG 

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 9 
AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA DAN AKUNTANSI PENDAPATAN LO 

ParagraFparagraf y ang ditulis d e nga huruf tebal dan miring adalah 
paragraf kebijakan yang harus dibaca dalam konteks paragraFparagraf 
penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual 
Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten 
Semarang 

PENDAHULUAN 
Tujuan 

Tujuan kebijakan akuntansi pendapatan adalah untuk mengatur perlak:u.an 
a/\.7..mtansi atas pendapatan dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi 
rujuc,.m ak:u.ntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang­
-,,J,ndangan . 

.2 Perlakuan ak:u.ntansi pendapatan mencakup definisi, pengakuan, pengukuran 
dan pengungkapan pendapatan 

Ruang Lingkup 
l . Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi pendapatan yang disusun dan 

disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas 
ak:u.ntansi/ pelaporan. 

4 Kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/ pelaporan Pemerintah 
Kabupaten Semarang, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak 
termasuk perusahaan daerah. 

Manfaat Informasi Akuntans i Pendapatan 
~ Akuntansi pendapatan menyediakan informasi mengenai pendapatan dari 

suatu entitas akuntansi/pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para 
oengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai sumber­
sum ber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan 
dengan: 

G'- !'vienyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi; dan 
b. Menyediakan informasi mengenai reaiisasi anggaran secara menyeluruh 

yang berguna dalam mengevaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten 
Semarang dalam hal efisiensi dan efektivitas perolehan pendapatan. 

1., /\kuntansi pendapatan menyediakan informasi yang berguna dalam 
.:nemprediksi sumber daya ekonomi yang akan digunakan untuk mendanai 
kegiatan Pemerintah Kabupaten Semarang <la.lam periode berkenaan. 
-~kuntansi pendapatan dapat menyediakan informasi kepada para pengguna 
~aporan tentang indikasi perolehan sumber daya ekonomi : 
a . telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBD ); dan 
b . telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 



DEFINISI 
-: . !3erikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan 

pengertian: 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah renca na 
keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Semarang yang disetujui oleh 
Dev.;a n Pe rwakilan Rak) at Daerah. 
Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tida k rnemperkenankan penca tAtan 
~;ccara neto penerirnaar1 s etelah d ikurangi pengeluaran pada suatu unit 
urganisasi atau tida k memperkena nkan penca tatan pengeluaran setelah 
d ilakukan kompensa si antara penerimaa n dan pengeluaran . 
Basis Akrual adalah b a sis akun tansi yang mengakui pengaruh transaksi 
dan peristiwa lainnya pada saat hak dan/ a ta u kewajiban timbul. 
Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang 
lt iten tu kan oleh Bc11<lahan 1\.,·;-1n Umum Dacruh u nLUk mcna rnpung sduruh 
:~encrimaan dan pengelua.ran Pemerintah Kabupaten Semarang. 
Kurs a dala h rasio pertukaran dua mata ua11g . 
Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan u a ng 
daerah yang ditentukan oleh gubernur/ bupati / walikota untuk menampur.g 
s eluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah 
pada bank yang dite tapkan. 
Pendapatan LRA adala h semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah 
::a ng menambah Sald o Anggaran Lebih dalam p eriode tahun anggaran yang 
bersangkutan yang m enjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar 
kembali oleh pemerintah 
Pendapatan-LO adalah hak pemerinta h d aerah yang diakui sebagai 
penambah ekuitas d alam periode pelapora.n yang bersangkutar. 
Pendapatan Hibah adalah penda patan pemerintah dalam bentuk 
L..tang/ barang atau Jasa d ari pemerintah lainnya, perusahaan 
negara / daerah, masyarakat dan organisasi kema syarakatan , bersi fat tidak 
·vajib dan tidak mengikat serta tidak secara teru ~-menerus 
Pendapatan Transfer adalah pendapa tan berupa penerimaan uang atau 
:,ak untuk m enerima uang oleh entitas pelaporan dari s 1...1.atu entitas 
ic laporan lain ya ng d iv,:ajibkan oleh peratura n perundang-undangan . 

KLASIFIKASI PENDAPATAN 
0 endapatan daerah diklasifikasikan menurut: 
a. urusan pemerintahan daerah; 
b . organisas i; dan 
c. kelompok. 

c_, Klas ifikasi kelompok akun keuangan dirinci menurut : 
a. Jenzs; 
b . obyek; dan 
.:.. . rincian obyek pend CJ.pa tan . 

. Pendapatan daerah cliklasifikasikan menurut kelompok pendapatan yang 
·erci.iri dari : 
a. Pendapatan Asli Daerah, 
b. Pendapatan Transfer, dan 
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. 

~ i. Kelompok pendapatan a s li d aerah dibagi menurut jenis pendapatan ya n g 
:erdiri atas pajak d aerah , retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan 
daera h ya ng dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah . 

; 1 . Kelompok pendapatan dana perimbangan dibagi menurut jenis p endapatan 
yang terdiri atas: 
a. dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak; 
b. dana alokasi umum; dan 



c. dana alokasi khusus. 
d. Pendapatan transfer pemerintah pusat. 
e. Pendapatan transfer pemeri.ntah daerah lainnya. 

,. Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dibagi menurut Jenis 
pendapatan yang terdiri. atas : 
a. Hibah; 
b. Dana Darurat; 
c. Pendapatan Lainnya 

AKUNTANSIPENDAPATAN-LRA 
14. Pendapatan LRA menggunakan basis kas diakui pada saat diterima 

p ada Rekening Kas Umum Daerah untuk selunih transaksi PPKD. 
15. Pendapatan LRA menggunakan basis kas diakui pada saat diterima 

oleh Bendahara Pene rimaan untuk seluruh transaksi SKPD. 
16. Pendapatan LRA diklasifikasikan menu rut jenis pendapatan 
i. .,.. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto 

yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat 
jumlah netonya (sete lah dikompensasikan dengan pengeluaran). 

18. Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan 
mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai 
badan layanan umum daerah. 

! 9.Peng embalian yang s ifatnya normal dan berulang (recurring) atas 
penerimaan pendapa tan LRA pada periode penerimaan ma.upun pada 
perio de sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA. 

20. Kore ksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non• 
recurring) atas pene rimaan pendapatan LRA yang terjadi pada 
periode penerimaan pendapatan LRA dibukukan sebagai pengurang 
pendapatan LRA pada periode yang sama. 

21. Koreksi dan penge mbalian yang sifatnya tidak berulang (non­
recurring) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada 
periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran 
Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan _pengembalian 
tersebut. 

2.2 . Akuntansi pendapatan-LRA d isusun untuk memenuhi kebutuhan 
pcrtanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan 
pen gendalian bagi manajemen pemerintah daerah. 

23. Dala m hal terdapat penerimaan yang tidak teridentifikasi, maka atas 
penerimaan tersebut a kan dimasukkan dalam akun penerimaan lainnya­
LRA pada lain-lain pendapatan asli daerah yang sah lainnya-LRA pada lain­
lai:i. pendapatan asli daernh yang sah-LRA. 

AKUNTANSI PENDAPATAN-LO 
24. Pe ndapatan-LO diakui pada saat: 

a. Pemerintah Kabupaten Semarang memi liki hak atas pendapatan 
b. Pemerintah KabuFaten Semarang menerima kas yang berasal dari 

pendapatan. 
-<-.>. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peratura n perundang­

undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih. 
_ 'i. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai im balan a tas suatu pelayanan yang 

Le lah selesai diberikan berdasarkan peraLuran perundang-undangan , 
diakui pada saat timuulnya hak untuk menagih . 

.: 7 Pcndapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang Lelah 
diterima oleh Pemerintah Kabupaten Semarang tanpa terlebih dahulu 
adanya penagihan. 

28. Pendapatan-LO diakui pcida saat dapat dircalisasi j ika kemungkinan besar 

3 



kas akan diterima oleh pemerintah, dapat diukur secara andal, dan 
kemungk in an besar potensi ekonomi akan mengalir masuk ke rekening kas 
unum daerah . 

29. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sum.her pendapatan . 
. • 1 ~-.Jusi fikasi menurut sumber pendapatan dikelompokkan rnenuru t asa l dan 

. -=:-us µendapatan yaitu pendapatan asli dacrah, pendapatan transfer, lain­
.din pendapatan yang sah. Masing-masing pendapa tan diklasifikasikan 
.nen urut jenis pendapatan . 

3 . . Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto 
yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat 
j u mlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengelluaran) . 

. . Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) 
bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat 
dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai maka 
asas bruto dapat dikecualikan . 

. Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan 
mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai 
badan layanan umum daerah. 

J .:. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas 
penerimaan pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada 
periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. 

;-= Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non­
recurring) atas penerimaan pendapatan LO yang terjadi pada periode 
penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan 
pada periode yang sama. 

36. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non­
recurring) atas penerimaan pendapatan LO yang terjadi pada periode 
sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada. periode 
ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. 

J7. Dalam h a ! terdapat penerimaan yang tidak teridentifikasi, maka atas 
pcnerimaan terseb-...i.t akan dimasukkan dalam akun penerimaan lainnya-LO 
:Jc:Ldct lain-lain pendapRtan asl i daerah ynng sc1h lai nn~·a-LO p8cia la in-lain 
:-lenaapaw.n asli daerc1l, yang sah-LO. 

3 8 . .rii';)a h aset i.mtuk Pernerintah Ka bu paten Semarang akan dicatat sebagai 
iJenc.,apatan pada Laporan Operasional sctelah ada S erita Acara Serah 
Terima atau dokumcn lainnya yang dipersamakan dengan Serita Acara 
.:3crnh Terima, dan diket.ahui nilainya. 

39. Hibc,h uang yang tidak melalui kas daerah unluk Pemerintah Kabupaten 
Semarang a kan dicaw.l sebagai pendapatan pada Laporan Operasional 
setelah ada Serita Acara Serah Terima atau dokumen lainnya yang 
d1persamakan dengan Serita Acara Serah Tcrima, dan dikelahui nilainya. 

PENGUNGKAPAN 
..10. Ha l-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan 

terkait dengan pendapatan adalah: 
a ) Penerimaan pendapat.an tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya 

tah un anggaran. 
b) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan :vang 

bersangkutan terjadi hal-h al yang bersifat khusus. 
c) Pcnjelasan sebab-sebab ticlak tercapainya ta rget pencrimaan pendapatan 

daerah. 
dj Konversi yang dilakukan akibat pe;-bedaan klasifikasi pendapalan yang 

didasarkan pada Permendagri No.13 tahun 2006 dan Permendagri No. 59 
tahun 2007 tentang perubahan atas PerrnendEgri No. 1_3 tahun 2006 
tentang Pengelolaan Keuangan Da erah, dengan yang didasarkan pada PP 



No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 
c) lr1formasi lainnya yang dianggap perlu . 

STATUS PENERIMAAN SKPD/ UNIT KERJA SKPD DENGAN ORGANISASI 
BLUD 
.'.J ~ Pengelolaan Keuangan SKPD/Unit Kerja SKPD di Kabupaten Semarang 

yang menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum 
Daerah (PPK-SLUD} maka Penerimaan dan pengduarannya dilakukan oleh 
SKPD/Unit Kerja SKPD yang bersangkutan. Pada akhir periode akun tansi 
akan dilaporkan oleh SKPD/Unit Kerja SKPD yang bersangkutan u n tuk 
dikon solidasi dalam LKPD. 

PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH 
42. Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh melalui penerbitan karcis 

diakui pada saat kas yang berasal dari pendapatan tersebut diterima oleh 
Bendahara Penerimaa n SKPD, baik untuk pendapatan-LRA maupun untuk 
pendapatan -LO. 

43. Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh dari penerbitan Surat 
Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) diakui · pada tanggal diterbitkannya 
S KRD tersebut untuk pendapatan-LO. 

PENDAPATAN DARI BUMD 
44. Penda patan yang bera sal dari laba SUMO diakui pada saa t pendapatan 

tersebut disetujui oleh pemilik atau pemegang saham berdasarkan hasil 
Rapat Umum Pemegang Saham (Rl1PS), untuk pendapatan LO. 

PENDAPATAN PAJAK DAERAH 
45. Untuk pajak yang dikelola melalui sistem self assesm ent maka pendapatan­

LO pajak daerah diakui pada saat waj ib pajak menyetor pajak ke kas 
d aerah berdasarkan Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah dan 
apabila diperlukan akan disesuaika.n melalui penetapan kurang bayar atau 
lebih bayar setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan pajak. 
Untuk pajak melalui sistem official assesment maka pendapatan pajak 
daerah diakui pada saat SKPD diterbitkan. 

Pj. SUPATI SEMARANG, 

CAP TTD 

Ir. SUJARWANTO DWIATMOKO, MSi 
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LAMPIRAN XIII 

PERATUR.AN BL'PATI SEMA.R.ANG 
NOMOR 'i3 TAHUN 2015 
TENTANC 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPAT1 SEMARANG NOMOR 31 
TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN 
AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA 
PEMERINTAH KABUPATEN 
SEMARANG 

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 12 
AKUNTANSIASET 

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan mirtng adalah 
p aragraf kebijakan yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf 
penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual 
Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten 
Semarang 

PENDAHULUAN 
Tujuan 
l. Tujuan kebijakan akuntansi aset adalah untuk mengatur perlakuan 

akuntansi untuk aset dan pengungkapan informasi penting lainnya 
yang harus disajikan dalam laporan keuangan. 

·~uang Lingkup 
· Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset dalam 

laporan keuangan untu.k tu.Juan umum yang disusun dan disajikan 
dengan basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan 
ekuitas. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansijentitas 
pelaporan Pemerintah Kabupaten Semarang, tidak termasuk 
perusahaan daerah. 
Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi aset Pemerintah 
Kabupaten Semarang yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran 
dan pengungkapan aset. 

OEFINISI 
4 Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan 

pengertian : 
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh 
pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat 
ekonomi dan/ atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh 
Pemerintah Kabupaten Semarang, serta dapat diukur dalam satuan uang, 
termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan 
jasa bagi masyarakat umum d an sumber-sumber daya yang dipelihara 
karena alasan sejarah dan budaya. 
Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 
12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah 
Kabupaten Semarang atau dimanfaatkan oleh m asyarakat umum. 
Biaya perolehan adalah jumlah kas atau seta ra kas yang dibayarkan atau 
n ila1 wajar imbalan lair, yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada 
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saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi 
clan tempat yang siap un tuk dipergu nakan. 
Masa manfaat adalah : 
c.l Periode suatu ase1 diha ra pkan digunaka n u n tuk a kt ivitas pemerintahan 

dan/ a tau pelaya na n publik ; atau 
o) ,Jumlah prod uksi ata u u ni t serupa ya ng diha rapkan dipe roleh dar i aset 

un i:uk a k tivita s pcmer intahan dan /atau pelayana n publik. 

KLASIFIKASI 
5 . Aset diklasifikasikan ke dalam : 

a) Aset Lancar; 
,~, Aset Non Lancar 

6 . S u atu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan 
segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau 
d iju al dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan 
a tau beru.pa kas dan setara kas. Aset yang tidak dapat dimasukkan 

-
I 

d a lam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar . 
. 4set lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, 
p iutang, dan persediaan. Sedangkan aset nonlancar mencakup aset 
y ang bersifat jangka p anjang, dan aset tak berwujud yang digunakan 
baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah 
Kabupaten Semarang atau yang digunakan masyarakat umum. Aset 
nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset 
tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. 

PENGAKUAN ASET 
::, Aset diakui : 

-t) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh 
Pe merintah Kabupaten Semarang dan mempunyai nilai atau biaya 
yang dapat diukur dengan andal. 

b) pada saat d i terima atau kepemilikannya dan/ atau 
kepenguasaannya berpindah. 

ASET LANCAR 
· 1 S uatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan 

segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau 
d ijual dalam waktu 12 (du.a belas) bulan sejak tanggal pelaporan, 
a tau beru.pa kas dan setara kas. 

• J Aset Lancar terdiri da ri : 
a) Kas dan setara kas; 
bJ Investasi Jangka Pe ndek; 
c) Piutang Pajak/Bukan Pajak; dan 
d l Persediaan. 

Ka s dan Setara Kas 
11. Kas dan Setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank 

y ang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai k egiatan 
Pemerintah Kabupaten Semarang/ investasi jangka pendek yang· 
sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko 
peru.bahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluru.h Uang 
Yang Haru.s Dipertanggungjawabkan, Saldo simpanan di bank yang 
setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan 
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p embayaran. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas 
yaitu. investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan 
menjadi kas yang mempunyai masajatuh tempo yang pendek, yaitu 3 
(tiga ) bulan atau kura..ng dari tanggal perolehannya. 

1 2. Kas t erdiri dari : 
a.) Kas di Kas Daerah; 
b) Kas di Bendahara Penerimaan; 
c) Kas di Bendahara Pengeluaran; 
d) Kas di Badan Layanan Umum Daerah; 
e) Kas lainnya. 

13. Se tara kas terdiri dari : 
a) S impanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan; 
b ) Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 

3 (tiga) bulan . 
. '3elain kas pada paragrar 12 dia tas, apabila le rdapal kas yang dikuasai oleh 

p ihak lain ya ng b u kan bendaha rawan terkait d engan kegia tan Pemerintah 
.,:abupaten Semarang rnaka atas ka s -kas ter~;ebut akan diungka pkan dalam 
,.:a ta tan atas La po ran Keuangan sebagai informasi yang harus disajikan 
.mi..u k kepentingan [)engungkapan yang memadai atas La poran Keuangan. 

Pengukuran Kas 
; ~- Kas diu k u r dan dica tat sebesar nila i nominal. Nila i nomin al artinya 

jisaj1kan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terda pat ka s dalarn ben tuk valuta 
asing, dikonversi m enjadi ru piah menggunakan kurs tengah bank sentral 
?ada tanggalneraca. 

Inve stasi Jangka Pendek 
16. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera 

diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas 
dan beresiko rendah serta dimiliki sampai dengan 12 (dua belas) 
bulan. 

1 7.Investasijangka pendek terdiri dari : 
a) Deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua 

belas) bulan dan/atau dapat diperpanjang secara otomatis (revoving 
deposits); 

b) Surat Utang Negara (SUN} jangka pendek; 
c) Serti.fikat Bank Indonesia (SBI); dan 

Pengakuan Investasi Jangka Pendek 
1 q_ Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi 

j angka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria : 
a) kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa 

potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut 
dapat diperoleh Pemerintah Kabupaten Semarang; 

b) nilai perolehan atau nilai wajar inves tasi dapat diukur secara 
memadai (reliable). 

·.:} Pen gelua ran untuk perolehan investasi jangka pcn dek m erupakan 
reklasifikasi aset lancar dan t idak dilaporkan dalam laporan rea lisasi 
anggaran. 

Pengakuan basil Investasi Jangka Pendek 
20. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara 

lain berupa bunga deposito, bunga obligasi yang telah menjadi hak 
pemerintah diakui sebagai piutang hasil investasi pada neraca dan 
pendapatan hasil investasi pada laporan operasional, pada saat 
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d eviden di umumkan dalam RUPS atau berdasarkan perjanjian yang 
ada. Penerimaan hasil investasi akan diakui sebagai pengurang 
piutang hasil investasi pada saat kas diterima. Hasil investasi yang 
d iterima tunai a·tau dividen tunai (cash dividend) diakui sebagai 
pendapatan hasil investasi pada laporan realisasi anggaran. : 

Pengukuran Investasi Jangka Pendek 
21 . Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat 

mem.bentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai 
pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan 
u ntuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat 
dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya. 

22. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya 
saham dan obligasi j angka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. 
Biaya perolehan invE:stasi meliputi harga transaksi investasi itu 
sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya 
lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. 

23. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperolehan tanpa 
biaya perolehan, maka irwestasi dinilai berdasarkan nilai wajar 
investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. 
Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara leas yang 
diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk 
memperoleh investasi tersebut. 

24. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam 
bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito 
tersebut. 

Penilaian lnvestasi Jangka Pendek 
2 5. Penilaian investasi Pemerintah Kabupaten Semarang dilakukan 

dengan metode biaya. Dengan menggunakan metode biaya, investasi 
dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut 
diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi 
besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. 

Pelepasan dan Pemindahan Investasi Jangka Pendek 
26. Pelepasan investasi Pemerintah Kabupaten Semarang dapat terjadi 

karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan Pemerintah 
Kabupaten Semarang dan lain sebagainya. 

27. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya 
harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi 
pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan 
dalam laporan operasional. 

Piutan g 
2 8 . Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah 

Kabupaten Semarang dan/atau hak Pemerintah Kabupaten Semarang 
yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjan}ian atau 
akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau 
akibat lainnya yang sah. 

29 Piutang anta ra lain terdiri dari: 
a) Piutang pendapa tan yang terdiri dari: 

a. Piutang Pajak; 
b. Piutang Retribusi; 
c . Piutang hasil pcngelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan. 
d. Piuta ng Lain-lain PAD yang sah. 
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e. Piutang transfer-PF?merintah Pusat dana perimbanga n . 
f. Piutang transfer-pemerintah lainnya. 
g. Piutang tran~fe r -pemerintah daerah lainnya. 
h . Piutang pendapa:an lainnya. 

bi Piutang lainnya, yang lerdiri dari : 
a. Bagian lancar tagihan jangka panjang 
b. Bagian lanca1 tagihan pinjaman j a ngka panJang kepada entitas 

la in n ya. 
c . Bagian lanc&r tagihan penj ualan a ng!::>ura n 
d. Bagian lancar tuntulon ganti kerugian claerah 
e. Uang Muka 
f. Piutang lain-lain 
g. Piutang / Bagian jangka panjang karena perjanjian kerjasama. 
h. Piutang / Bagian jangka. panjang karena pemberian pinjaman. 

c) Penyisihan piutang, yang terdiri dari : 
a. Penyisihan piutang pendapatan 
b . Penyisihan piutang lainnya 

Penj elasan : 
a. Piutang Pendapatan 

Piutang Paja k adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak 
sebagaimana d iatur dalam undang-undang perpajakan atau 
peraturan daerah tentang perpajakan yang berlaku untuk pajak 
daerah, yang belum dilunasi sampai dengar, akhir periode laporan 
keuangan daerah. Piutang pajak timbul jika hingga tanggal laporan 
keuangan daerah ada tagihan pajak sebagaimana tercantum dalam 
Surat Ketetapari Pnjak Daerah (Sl<PD) ym1g dihitung sejak ditetapkan 
SKPD tersebu t a tau dokumen lain yang berisi h al yang sama. 
Nilai piutang pajak yang dicantumkan dalam lo.poran keuangan 
adalah sebesar nilai yang tercantum dalam SKP yang hingga akhir 
periode pelaporan belum dilunasi oleh Wajib Bayar. Hal ini didapat 
dengan melakukan inventarisasi SKPD yang h ingga akhir periode 
belum dibayar oleh Wajib Bayar. 
Terdapat dua cara yang digunakan untuk pemungutan pajak yaitu 
self assesment d imana \vajib pajak menaksir serta menghi tung 
pajaknya sendiri dan official assesment a tau melalui penetapan oleh 
SKPD yang m engelola pajak. 
Dalam hal digunakan self assesrnen t, apabi la diperlukan akan 
diterbitkan Sura L Kctetapan Pajak Daerah Kurang a tau Lebih Bayar 
yang meru pakan dasa r untuk menimbulkan tagihan kepada wajib 
pajak dikurangi dengan jumlah yang telah diterima oleh Pemerintah 
Daerah setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan pajak. 
Selisih kurang antara jumlah pajak yang telah dibayarkan oleh waj ib 
pajak dengan jumlah pajak dalarn Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Kurang bayar, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Penge lola pajak 
merupakan kekurangan bayar yang akan menjadi piu tang pajak. 
Sebaliknya selisih lebih antara jumlah pajak yang telah dibayarkan 
oleh wajib pajak, dengan jumlah pajak dalam Surat Ketetapa n Pajak 
lebih Bayar setelah dilakukan pemeriksaan oleh Pengelola pajak 
merupakan kelcbihan bayar yan g a kan menjadi utang pajak yang 
wajib dikembalikan kc waj ib paj a k melalui mekanisme restitusi pajak 
Piutang pajak c'.engan metod e self assessment in i diakui ketika 
diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar. 
Sedangkan dalam hal pengenaan pajak d ilakukan dengan proses 
penetapan oleh SKPD yang mengelola pajak atau official assessment, 
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maka piutang diakui pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak 
Daerah. 

Piutang pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (self assessment) 
dikategorikan menjadi : 
- Lancar apabila : 

Umur piutang kurang dari satu tahun; dan/atau 
Masih dalam tenggang waktujatuh tempo; dan /atau 
Wajib pajak rnenyetujui hasil pemeriksaan; dan/ a tau 
Wajib pajak kooperatif; dan/atau 
Wajib pajak 1ikuid; dan/ a tau 
Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/ banding. 

Kurang Lancar apabila : 
Umur piutang l sampai d engan 2 tahun; dan/ atau 
Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan terhitung 
sejak Langgal Surat Tagihan Pcrtama belum melakukan 
pelunasan; dan/atau 
Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/ atau 
Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pcmeriksaan; dan/atau 
Wajib pajak mcngajukan keberatan/ banding 

Dira.gukan apabila : 
Umur piutang lebih dari 2 tahun sampa1 dengan 5 tahun ; 
dan/atau 
Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan terhitung 
sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan 
pelunasa n; dan/ a tau 
Wajib pajak tidak kooperatif; dan/ atau 
Wajib papk tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan ; 
dan/atau 
Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas. 

Macet, apab ila : 
Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau 
Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan terhitung 
sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan 
pelunasan; dan /atau 
Wajib papk tidak diketahui keberadaannya ditemukan; 
dan / a tau 
Wajib pajak bangkrut/ meninggal dunia; dan/ atau 
Wajib pajak mengalami musibah (force majeure). 

Pajak yang ditelapkan oleh pemerintah daerah (official assessment) 
dikategorikan mcnjadi : 

Lancar apabila : 
Umur piut~rng kurang dari salll tahun; dan/atau 
Mas ih dalc1m tenggang waktu jatuh tempo; dRn / atau 
Wajib pajak kooperatif; da n /awu 
Wajib pajak likuid; dan/atau 
Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/ bandmg. 

Kurang Lancar apabila : 
Umur piutang 1 sampai dengan 2 Lahun; dan/atau 
Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan terhitung 
sejak tanggal Surat Tagihan Perta ma belum melakukan 
pelunasan; dan/ a tau 
Wajib pajak kurang kooperatif; dan/atau 
Wajib pajak mengajukan keberatan/ banding 
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- Diragukan apabila : 
Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; 
dan/atau 
Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan terhitung 
sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan 
pelunasan; dan/ atau 
Wajib pajah: tidak kooperalif; dan/ a tau 
Wajib pajak mengalami kesulitc1n likuiditas. 

- Macer, apabila : 
Umur piutang kbih dari 5 tahun; clar./ atau 
Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan terhitung 
sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belurn rnelakukan 
pelu nasan; dan/atau 
Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya diternukan ; 
dan/ atau 
Wajib paJak bangkrut/ meninggal ctunia; dan / a tau 
Wajib pajak m engalami musibah (force majeure). 

Piutang Retribusi 
Retribusi yaitu imbalan yang d ipungut pemerintah daerah dari 
masyarakat sehubungan dengan pelayanan yang diberikan, misalnya 
retribusi pelayanan kesehatan, retribusi parkir di tepi j alan umum, 
retribusi izin tn.yek dan lain-lain. Piutang retribusi timbul jika 
hingga tanggal ,aporan keuanga11 clacrah ada tagihan retri busi 
scba gaimana tercantum dalam Surat Ketctapan Retribusi Daerah 
lSKRD) atau ct,,kumen lain yang dipersc:.1makan dengan SKRD yang 
belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi. 
Piutang retribusi d iakui apabila Satuan Kerja PerangkaL Daerah telah 
memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan waj ib 
retribusi tidak membayar retribusi sesuai peraturan yang berlaku. 

Piutang Retribusi pelayanan pasar 
Untuk retribusi pelayanan pasar yang menggunakan karcis, tidak 
akan m enimbulkan piutang karena pendapatan retribusi pelayanan 
pasar yang menggunakan karcis ini diakui ketika diterima di kas 
bendahara penerimaan dan/atau rekening kas u m urn daerah. 
Sedangkan untuk retribusi pelayanan pasar yang sudah 
menggunakan Sural Ketetapan ReLribusi Daerah (SKRD), piutang 
diakui pada pada saat diterbitkannya Sh.RD Lersebut. 

Piuta ng Retribusi parkir 
Untuk retribw,i parkir yang menggunakan karcis, tidak akan 
menimbulkan piuta ng karena pendapatan retribusi parkir yang 
menggunakan karcis ini diakui ketika diterima di kas bendahara 
penerimaan dan/ atau rekening kas um urn daerah . Sedangkan untuk 
retribusi parkir yang sudah menggunakan Surat Ketetapan Retribusi 
Daerah (SKRD). piutang diakui pada pada saat diterbitkannya S KRD 
terse but. 

Piutang Retribusi pclayanan kesehatan 
Untuk retribus1 pelayanan kesehatan, piu tang diakui pada saat ada 
tagihan kepada pasien atau waj ib retribusi tetapi pasien atau \\·aj ib 

- retribusi belum membayar, setelah dilakukan pelayanan. 
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Piutang Retribusi pelayanan perUinan 
Untuk retribusi pelayanan perijinan, piutang diakui pada saat 
diterbitkan Surat ljin kepada wajib retribusi tetapi \\'ajib retribusi 
belum m embay,:u· 

Piutang retribusi dikategorikan menjacli : 
Lancar apabila: 

Umur piutang O sampai clengan l bulan; dan/ atau 
Apa bi la v,.:ajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai 
dengan tunggal jatuh tempo yang ditetapkan. 

Kurang lancar, apabila : 
Umu r p iutang 1 sampai dengan 3 bulan; dan / atau 
Apabila wajib retribusi belum mela kukan pelunasan dalam 
jangka ,\ aktu l (satu) bulan 1.erhitung sejak tanggal Surat 
Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan. 

Diragukan, apc.1 bila : 
Umur piutang 3 bulan sampa1 dengan 12 bulan; dan/ a tau 
Apabila wajib retribusi bel-um melakukan pelunasan dalam 
jangka wak tu 1 bulan terhi tung sejak tanggal Surat Tagihan 
kedua tidak dilakukan peluna san. 

Macet, apabila : 
Umur piutang leih dari 12 bula n ; dan/atau 
Ap2.bila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam 
jangka \.vak tu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagiahn 
Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah 
d iserah kan kepada instansi yang menangani pengurusan 
piutang Negara. 

Piutan g Retribusi lainnya (selain retribusi pelayanan pasar, retribusi 
parkir, retribusi pelayanan kesehatan dan retribusi pelayanan 
perijinan). 
Piutang ini diaku i pad a saat ada karcis/ SKR') / tagihan kepada ,.vajib 
retribusi t ctupi \\ Ltjib retribusi he! um m e mba_var. Pengakuan 
piutang, kate~:o r i piutang dan pcnyisihan piutang dengan 
menggunakan karcis/ SKRD / tagihan mengikuti kebijakan diatas. 

Piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang d ipisahkan. 
Piutang hasil pcngelolaan kekayaan d aerah yang dipisahkan terjadi 
atau di akui pacla saat hasil Rapal Umum Pemegang Saham terbit 
setelah diterbiL:-<.annya Laporan Aud it dari Kantor Akuntan Publik. 

Piutang ini dikmegorikan menjadi : 
Lancar apabila belum melakukan pelunasan sam pai dengan 
tanggal jatuh tempo. 
Kurang lancar apabila dalarn jangka waktu 1 bulan terhitung 
sejak tanggal Surat Tagihan Pertama setelah jatuh tempo tidak 
dilakukan pelunasan, atau 1 bulan sejak tanggal berakhirnya 
penetapan piutang tersebut menjadi piutang lancar yang 
sudah dilakukan penagiha n , tetapi belum clilakukan 
pelum,s8n 
Diraguk an apabi la dalam jangka \,·ak tu 1 bulan terhitung sejak 
tanggal S ura t Tagihan kedua setelah jatuh tempo tidak 
dilakukan pelunasan, atau 1 bulan sejak tanggal berakhirnya 
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penetapan pi utang tersebut menjadi piuLang kurang lancar 
yang suclc1h dilakukan pcnagihan, LcLHpi bclum dilakukan 
pelunasan 
Macet apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak 
tanggal Surat Tagihan ketiga setelah jatuh tempo tidak 
dilakukan pclunasan atau piutang tclah diserahkan ke pada 
instansi yctng mena ngani pengurusan piutang NegRra, atau 
sejak Langgal berakhirnya penetapan piutang LersebuL menjadi 
piutang d iragukan, yang sudah dilakukan penagihan tetapi 
belum dilakukan pelunasan. 

Piutang Lain-lain PAD yang Sah 
Piutang ini di akui p&da saat terbitnya dokurnen yang ada tentang 
piutang tersebut. 
Piutang ini dikategorikan menjadi : 

Lancar apabila belum rnelakukan pelunasan sarnpai dengan 
tanggal jatuh tempo. Dalam hal tida k ada tanggal jatuh tempo 
yang ctitetapkan, maka tanggal jatuh tempo adalah 3 bulan 
sejak dikeluarkannya surat tagihan . 
Kurang laricar apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung 
sejak tanggal Surat Tagihan Pertama S(::te lah jatuh tempo tidak 
dilakukan pelunasan, atau 1 bula n sejak tanggal berakhirnya 
penetapan piutang tersebut menjadi piutang lancar yang 
sudah •Ji lakukan penagihan, tetapi belum dilakukan 
pelunasa,1 
Diragukan cipabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak 
tanggal S urat Tagihan kedua setelah jatuh tempo tidak 
dilakukan pelunasan, atau 1 bulan sejak tanggal berakhirnya 
penetapan piutang tersebut menjadi piutang kurang lancar 
yang sudah dilakukan pena.gihan, tetapi belurn dilakukan 
pe!unasan. 
Macet upabi la dalam jangka wuktu 1 bulan terhitung sejak 
tanggal :::, urat Tagihan ketiga setelah jatuh tempo tidak 
dilakukan pelunasan atau piutung telah diserahkan kepada 
instansi yang menangani pengurusan piutang Negara, atau 
sejak tanggal berakhirnya penctapan piutang tersebut menjadi 
piutang diragukan, yang sudah dilakukan penagihan tetapi 
belum di lakukan pelun asan. 

Piutang Transfer 
Adalah piutang yang timbul dari peristiwa transfer dari Pemerintah 
Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah lairmya cla n pernerintah 
daerah lainnya. 
Piutang transfer dari Pemerintah Pusat ini diakui pada saat 
diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan tentang Kurang Bayar 
atas Dana Transfer yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten 
Semarang tetapi belum ditransfer oleh Pe rnerintah Pusat. 
Piutang transfer dari Pemerintah Provinsi diakui pada saat 
diterbitkannya 1:eputusan Gubernur tentang Kurang Bayar atas 
Dana Transfer yang menjadi hak Pemcrintah Kabupaten Semarang 
tetapi belum ditransfer oleh Pernerintah Provinsi. 
Piutang transfer dari Pemerintah lainnya atau Pernerin tah daerah 
lainnya diakui pada saat diterbitkannya Keputusan Pemerintah 
lainnya atau Pemerintah daerah lainnya ten tang Kurang Bayar atas 
Dana Transfer yang rnenjadi hak Pemcrintah Kabupaten Semarang 



tetapi belum d itransfer oleh Pemerintah lainnya atau pemerintah 
Daerah lainnya lersebut. 
Jika realisasi t.rnnsfer tida sama dengan jumlah alokasi awal, maka 
dilakukan jurna l penyesuaian . 
. Piutang ini dika!egorikan menjadi : 

Lancar apctbila belum melaku ka n pelunasa n sampai dengan 
tanggal jatuh tempo. Da lam hal t ida k a•ia tanggal jatuh tempo 
yang d itetr'\ pkan, maka Langgal j a t uh tempo disamakan de ngan 
akhir pericidc yailu tanggal 3 1 Desem bcr tahun diterbitkannya 
piutang. 
Kurang lancar apabila dalam j a ngka wak tu l bulan terhitung 
sejak tang1,.;u l Sura t Tagihan Pe rta ma sctelah jatuh tempo tictak 
dilakukan pelunasan, atau 1 bula n sejak tanggal berakh irnya 
peneLa pan pit.Hang tersebut mcnjacii piutang lancar yang 
su dah d ila kukan penagihan, teta pi belurn dilakukan 
peluna san . 
Diragukan a pabila dala m jangka waktu 1 bulan te rhitung sejak 
tangga l S u ra t Tagihan kedua setela h jatuh tempo tidak 
dilaku kan pelunasan, atau 1 bula n sejak tanggal berakhirnya 
penetapan piutang tersebut rnenjadi piutang kurang lanca r 
yan g s udah dilakukan penagiha n, tetapi belum dilakukan 
pelunasa r.... 
Macet a pabila dalam jangka \vaktu 1 bulan terhitung sejak 
tanggal Surat Tagihan ketiga s etela h jatuh tempo Lidak 
dilakukan pclunasa n atau piuLa ng Lelah dis e rah kan kcpada 
instansi ) nn g mena ngani pengu ru~an piulang Nega ra , atau 
sejak u,mggal berakhirnya penetapan piutang tersebut menjadi 
piutang d iragukan, yang sudah dila kukan penagihan tetapi 
belum dilakukan pelunasan. 

Piutang pendapatan lainnya 
Pengakuan piuLang pendapatan la inn_va disamakan dengan 
pengakuan piuta ng t ra nsfe r. Piutang pcndapalan lainnya ini seperti 
piutang h ibah dari badan/ lembaga/ organisasi swasta, h ibah 
kelompok m a :;yaraka t/ peroranga 11, d a na darurat , pendapatan 
la innya. 
Piutang ini d ikategorikan menjadi : 

Lancar a pabila belum rnelakukan pelunasan sampai dengan 
tanggal jatuh tempo. Dalam hal tidak ada Langgal jatuh tempo 
yang d itci:apkan , maka tanggc1.l jatuh tem po disamakan dengan 
akhir pcr ic,de ya iLu tanggal 31 Desem ber tah u n diterbitka nnya 
piutang . 
Ku ran g ln nca r a pabila dalHm jangka ,vaktu 1 bula n terh itung 
sejak tangga l Surat Tagihan Pertama setelah jatuh tempo tidak 
dilakukan pelunasan, atau l bulan sejak tanggal berakhirnya 
penetapan piutang tersebul menjadi p iutan g lancar yang 
sudah dilakukan penagiha n, tetapi belurn dilakukan 
pelunasan . 
Diraguka n apabila dalam jangka waktu 1 bulan tcrhitung sejak 
tanggal Surat Tagihan kedua setelah jatuh tempo tidak 
dilakukan pelunasan, atau 1 bulan sejak tanggal berak hirnya 
penctapan piutang tersebu t menjadi piutang kurang lancar 
yang suda h dilakukan penagihan, tetapi belum dilakukan 
pelunasan . 



M2.cet apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak 
tanggal Surat Tagihan ketiga setelah jatuh tempo tidak 
<lilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada 
instansi yang menangani pengurusan piuLang Negara, atau 
sejak tanggal berakhirnya penetapan piutang ter sebut menjadi 
piutang diragukan, yang sudah dilakukan penagihan tetapi 
belum dilakukan pelunasan. 

b. Piutang lainnya 

Bagian lancar tagihan jangka panjang dan bagian lancar tagihan 
pinjaman jangka panjang kepada entitas Jajnnya merupakan piutang 
jangka pendck karena adanya pemberian pinj aman. Piutang ini 
berasal da:--i pernberian pmJaman o leh pemerintah i<epada 
pemerintah daerah/ pemerintah lainnya, perorangan, BUMD / BUMN, 
perusahaan sv,•asta atau organisasi lainnya. Ketenluan dan 
persyaratan timbulnya piutang dituangkan dalam suatu naskah 
perjanjian pinjaman antara pihak-pihak terkait dan pengakuan 
piutang timbulnya piutang dilakukan pada saat terjadi realisasi 
pengeluaran dari kas daerah. Apabila dalam perjanj ian pinjaman 
diatur meng~nai dcnda, bunga atau biaya komitmen, maka setiap 
akhir priode peluporan harus diakui adan:,.-a piutang atas bunga, 
denda dan biaya komitmen yang !rnru::; dikenakan untuk periode 
berjalan yang terutang sampai dengan trmggal pelaporan. 
Piutang ini dikatcgorikan menjadi : 

Lancar apu.bila belum melakukan pelunasan sampai dengan 
tanggal jatuh tempo. 
Kurang lane:ar apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung 
sejak tanggal Surat Tagihan Pertama setelah jatuh tempo tidak 
dilakukan pelunasan, atau 1 bulan sejak tanggal berakhirnya 
penetapan piutang lersebut mcnjadi piutang lancar yang 
sudah dilakukan penagihan, tetapi belum dilakukan 
pelunasan. 
Diragukan apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak 
tanggal Surat Tagihan kedua setelah jatuh tempo tidak 
dilakukan pelunasan, atau 1 bulan sejak tanggal berakhirnya 
penetapan piutang tersebut menjadi piutang kurang lancar 
yang sudah d1lakukan penagihan, tetapi belum dilakukan 
pelunasan. 
Macet apabila dalam jangka \1.:aktu 1 bulan terhitung sejak 
tanggal Surat Tagihan ketiga setelah jatuh tempo tidak 
dilakukan pelunasan atau piutang te lah diserahkan kepada 
instansi yang menangani pengurusan piutang Negara, atau 
sejak tanggal berakhirnya penetap8n piutang tersebut menjadi 
piutang diragukan, yang sudah dilakukan penagihan tetapi 
belum dilakukan pelunasan. 

Bagian lancar tagihan penjualan angsuran merupakan piutang 
jangka pendek, bagian lancar yang timbul karena penjualan yang 
pada umumn~·a berasal dari peristi\,·a pemindahtanganan barang 
milik daerab, yw1g dilakukan secara cicilan atau angsuran . 

Piutang ini dikategorikan menjadi : 
Lancar apabila belum melakukan pelunasan sampa1 dengan 
tanggal jatuh tempo. 
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Kurang lanca r apabila dalam jangka waktu l bulan terhitung 
sejak tanggc:11 Surat Tagihan Pertama setelah jatuh tempo tidak 
d ilakukan pelunasan, atau 1 bulan sejak tan ggal berakhirnya 
penetapan piutang tersebut mcnjadi piutang lancar yang 
sudah d ilakukan penagihan , tetapi belum c!ilakukan 
pelunasan . 
Diragukcm apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak 
tanggal Surat Tagihan kedua setelah jatuh tempo tidak 
d ilakukan pelunasan, atau 1 buian sejak tanggal berakhirnya 
penetapan piutang tersebut menjadi piutang kurang lancar 
yang sudah dilakukan penagihan, tetapi belum dilakukan 
pelunasan . 
Macet apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak 
tanggal S urut Tagihan ket iga s etelah jatuh tempo ticlak 
d ilakuka n pelunasan atau piutan g .telah diserahkan kepada 
instansi yang menangani pengu rusan piutang Negara, atau 
sejak tangga l berakhirnya penc tapan piutang LersebuL menjadi 
piutang diragukan, yang sudah clilakukan pen agihan tetapi 
belum d ilakukan pelunasan. 

Bagian lancar tun tu tan ganti rugi kerugian daerah, terdiri dari : 
Piuta11g yang berasal dari akibat tunlutan ganti rugi (TGR), 
merupakan piutang jangka pendek yang timbul karena 
pengenaan ganti kerugian daerah kepada pegawai negeri 
bu kan bendahara sebagai akibat langsung ataupun tidak 
langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang 
d ilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam 
pelaksanaan tugas yang menjadi kewaj ibannya. 
Piutang yang berasal dari akibat Tuntutan Perbendaharaan 
(TP) yang dikenakan kepada bendahara yang karen a lala i atau 
perbuata n melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah. 

Kedua piutang diatas diakui pada saat cliterbitkanma Surat 
Keterangan Tanggu ng Jawab Mutlak (SKT JM) 

Piutang ini dikaLegorikan menjadi : 
Lancar apabila belum melakukan pelunasan sam pai dengan 
tanggal j a tuh tempo. Dalarn hal tidak ada tanggal j atuh tempo 
yang ditetapkan, maka tanggal jatuh tempo disamakan dengan 
akhir pe riude yaitu tanggal 31 Dcscrnber tahun diterbitkannya 
p iutang. 
Kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung 
sejak tanggal Surat Tagihan Pe rtama setelah jatuh tempo tidak 
dilakukan pelunasan, atau 1 bulan sejak tanggal berakhirnya 
penetapan piutang tersebut menjadi piutang lancar yang 
sudah dilakukan penagihan, tetapi belum dilakukan 
pelunasan. 
Diragukan apabila dalam jangka waktu 1 bula:1 te rhitung sejak 
tar..ggal Surat Tagihan kedua setelah jatuh tempo tidak 
dilakukan pelunasan, atau l bulan sejak tanggal berakhirnya 
penetapa n piutang tersebut menjadi piutang kurang lancar 
yan g sudah dilakukan penagihan, tetapi bclum dilakukan 
pelunasa n. 
Macet apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak 
tanggal Surat Tagihan ketiga setelah jatuh tempo tidak 
dilakukan pelunasan atau piuta ng telah diserahkan kepada 
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instansi _ntng rnenangani pengurusan piutang Negara, atau 
sejak tanggal be rakhirn_va penetapan piutang tersebut menjadi 
piutang cliragukan, yang sudah d ilakukan penagihan tetapi 
belum ci1 lak ukan pelunasan. 

Piutang uang muka merupakan piutang jangka pendek yang timbul 
karena adanya pencairan uang muka atas suatu pekerjaan oleh 
pihak ketiga yang belum dilaksakana fis ik pekerjaannya. Piutang ini 
diakui pada saat diterbitkannya SP2D uang muka sampai pekerjaan 
atas uang muka sudah selesai dilaksanakan oleh pihak ketiga 
dengan dibuktikan adanya peerbitan SP2D per termin atas kemajuan 
fisik. 
Piutang ini di ka tegorikan menjacli : 

Lancar apahila belurn melakukan pelunasan sampai dengan 
tanggai j atuh tempo. Dalam hai tidak ada tanggal jatuh tempo 
yang ditetapkan, maka tanggal jatuh tempo disamakan dengan 
akhir periocie yaitu tanggal 31 Desember tahun diterbitkannya 
piutang. 
Kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung 
sejak tanggal Surat Tagihan Pertama setelah jatuh tempo tidak 
dilakukan pelunasan, at.au 1 bulan sejak tanggal berakhirnya 
penetapari pilltang tersebut menjacli piutang lancar yang 
sudah dilakukan penagiha n , tctapi belum dilakukan 
pelunasan. 
Diragukan apabila dalam jangka vvaktu 1 bulan terhitung sejak 
tanggal Surat Tagihan kedua setelah jatuh tempo t idak 
dilakukan pelunasan, atau 1 bulan sejak tanggal berakhirnya 
penetapan piutang tersebut menjadi piutang kurang lancar 
yang suc:1'.-th c!ilakukan penagiha n, tern.pi be lum dilakukan 
pelundsan . 
Macet apabila dalam jangka \vaktu 1 bulan terhitung sejak 
tanggal Surnl Tagihan ketigu setelah jatuh tempo tidak 
dilakukan pelunasan atau piulang telah diserahkan kepada 
instansi yang menangani pengurusan piutang Negara, atau 
sejak tc1.nggal berakhirnya penetapan piutang tersebut menjadi 
piutang diragukan, yang sudah dilakukan penagihan tetapi 
belum d ilakukan pelunasan. 

Piutang lain-lain merupakan bagian dari piutang la innya yang terdiri 
piutang-piutang peda penjamin seperti piutang askes, p1utang 
kepada jamkesmas, piutang kepada jamkesda, piutang pelayanan 
kesehatan kepc1da perusahaan, piutang asuransi jiv,.:a in health, 
piutang kepada BPJS clan piutang pasien umum 
Piutang ini dikategorikan menjadi : 

Lancar apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan 
tanggal j ai:uh tempo. Dalam hal Lidak ada tanggal jatuh tempo 
yang di te1_::i_pkan , maka tanggal jatuh tempo disamakan dengan 
akhir peric,d e yaitu tanggc1l 31 Dcsember tahun diterbiLkannya 
piutang. 
Kurang ianca r apabila dalam jo.ngka v.:aktu 1 bulan terhitung 
sejak tang.gal Surat Tagihan Pertama setelah jatuh tempo tidak 
dilakukan pelunasan, atau 1 bulan sejak tanggal berakhirnya 
penet:apan piutang tersebut menjadi piutang lancar yang 
sudah dila~ukan penagihan, tetapi belum dilakukan 
pelunasan . 
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Diragukan apabila d a la m jangka waktu 1 bulan terhitung s ejak 
tanggal Surat Tagihan kedua setelah jatuh tempo tida k 
dilakukan pelunasan, atau 1 bulan sejak tanggal bera khirnya 
penetapan piutang tersebut menjadi i:,iutang kurang lanca r 
yang suciah cli lakukan penagihan, tetapi belum dilakukan 
pelunasan. 
Macet ap,,::::>1la d alam jangka \\'aktu 1 bulan terhitung sejak 
tanggal SL,raL Tagihan ketiga setelah jatuh tempo tidak 
dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepad a 
instansi yang menangani pengurusan piutang Negara, atau 
sejak ranggal berakhirnya penctapan piutang tersebut menjadi 
piutang di ragukan, yang suduh dilukukan pcnagihan tetapi 
belum dilakukan pelunasan . 

Bagian lancar jangka panjang karena perjanjian ke rjasama 
merupakan piutang yag timbul karena adanya perjanjian kerjasama, 
seperti perjanjian sewa, kerjasama pemanfaatan, perjanj ian Ba ngun 
Guna Serah dan perjanjian Bangun Sernh Guna. 
Bagian lancar jangka panjang karcna pemberian p111Jaman 
merupakan piutang yang timbul karcna pemberian pinjaman oleh 
pemerintah kepada pemerintah daerah / pemerintah lainnya, 
perorangan, BUMD/ BUMN, perusahaan swasta atau 8rganisasi 
lainnya. 
Keten tuan dan persyaratan timbuln_va piutang dituangkan dalam 
suatu naskah perjanjian pinjaman antara piha k -pihak te rkait dan 
pengakuan piutang timbulnya piutang dilakukan pada saat terjadi 
realisasi pengeluaran dari kas daerah. Apabila dalam perjanjian 
pinjaman diatur mengenai denda, bunga a tau biaya komitmen, maka 
setiap akhir pnode pelaporan harus rliakui adanya piutang atas 
bunga, denda clan biaya kornitmen ~·c111g harus dikenakan untuk 
periode berjalan yang :.erutang sampai dengan tanggal pelaporan. 
Piutang ini dikategorikan menjadi : 

Lancar apabila belum melakukan pelu nasan sampai dengan 
tanggal jat.uh tempo. 
Kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung 
sejak tanggHI Surat Tagihan Pe rtama setelah jatuh tempo tidak 
dilakukan pelunasan , atau I bul,rn sejak tanggal berakhirnya 
penetapar. p1utang tcrsebut rncnjadi piutang lancar yang 
sudah u11c1.kukan pcnagihun, LCLa pi bclum di lukukan 
pelunasan . 
Diragukan apabila dalam jangka waktu l bulan te rhi tung sejak 
tanggal Surat Tagihan kedua setelah jatuh tempo tidak 
dilakukan pelunasan, a tau l bulan sejak tanggal berakhirnya 
penetapan piutang tersebut menjadi piutang kurang lancar 
yang sudah dilakukan penagihan, tetapi belum dilakukan 
pelunasan . 
Macet apa bila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak 
tanggal Sural Tagihan ke tiga sctelah jatuh tempo tidak 
dilakukan pelunasan atau piurn.ng telah diserahkan kepada 
instansi yang menangani pengurusan piutang Negara, atau 
sejak tanggal berakhirnya penetapan piutang tersebut menjadi 
piutang diragukan , yang sudah dilakukan penagihan tetapi 
belum dilakukan pelunasan. 
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Kebijakan tentang penyisihan atau pencadangan piutang-piutang di 
l...:a bupaten Sl'rn <i •un . .z scbagai bcrikut · 

Kategori !.:incur dicadangkan scbesar 0,511/o (n.ol komn lima 
p er sen1 pi u tc1.ng dengan kateguri lancar; 
Kategori kurang lancar dicadangkan sebesar 10% (sepuluh 
p er sen) dari piutang dengan ka tegori kura ng lancar; 
Kategori diragukan dicadangka n sebesar 50% (lima puluh 
persen) duri piutang dengan kategori di ragukan setelah 
d ikurangi dengan nilai agunan ata1-: nilai barang sitaan j ika 
ada; dan 
Kategori rnacet dicadangkan sebesar 100% (Seratus pcrsen) 
dari piutang dengan kategori macet setelah dikuran gi dengan 
nila i agunan atau nilai barang sitaan jika ada. 

Pengakuan Piutang 
30. Secara garis besar, p enga kuan piutang terj adi pada saat penerbitan 

S urat Ketetapan/dokumen tentang Piut a ng, atau pada saat 
re rjadinya pengakuan hak u ntuk menagih piu tang. 

Pengukuran Piutang 
31 . Piutang d icatat sebesar nilai nominal, y a itu sebesar nilai rupiah 

p iut ang yang belum dilunasi. 

Penilaian / Penyajian Piutang 
32. Piutang disajikan sebes ar n ilai bersih yang dapat direalisasikan (net 

realiza b le value). Net Realizable Valu e dilaksanakan dengan 
mengurangkan p iutang b erdasarkan harga nominal dengan nilai 
pencadangannya. 

Penghapusan Piutang 
31 . Berikut ini ad alah ketentuan tentang penghapusan piutang: 

·tJ Piutang daerah d a pat dihapuskan seca rc1. bersyarat/ penghapusbukuan 
a tau mutlak/ pen ghapustagihan dari pembukuan Pemerintah 
J-(abupaten Semarang,kecuali mengena i piutang daerah yang cara 
penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-
1-;ndangan. 

b) Penghapusan seca ra bersyarat atau penghapusbuku a n dilakukan 
-::~engan men gha pu skan piutang daernh dari pembukuan Pemerintah 
Kabupaten Semarang tanpa menghapuskan hak tagih daerah . 
Dilakukan dengan pertim bangan : 

Pi-.. .1tang melampaui batas umur (kadaluwarsa) yang ditetapkan 
sebagai katego ri p iutang macet; dan / a tau 
Debitur tidak rnelakukan pelunascin 1 bulan setelah langgal Surat 
Tagihan kctiga atau tidak melaku kc.1 11 pelunc1.san 1 bulan sejak 
tanggal berakhirnya penetapan piutang tcrsebut menjadi piutang 
diragukan, yang suda h dilakukan penagihan tetapi belum dilakukan 
pelunasan; dan/ atau piutang telah diserahkan kepada instansi yan g 
menangani pen gurusan piutang Negara, 
Debitur menga.lami musibah (force rnajeure); dan/ a tau 
Debitur men inggal dunia dengan tida k meninggalkan hana wa risan 
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clan tidak m empunvai ahli wans, a tau ahli 
ditemukan berciciscukan sural kele rn ngc.1n 
benvenang; dan :· a ta u 

wans tidak dapat 
dari pejabat yang 

Debitur tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan 
surat keteran ga1- dari pejabat yng ben.venang yang menyatakan 
bahwa debitur memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta 
kekayaan lagi; dan/ a tau 
Debitur dinn i 1 ::ikan pailit berdasarkan putusan pengadilan; 
dan / a tau 
Debitur tidak dapat d item u kan lagi karena pindah alamat atau 
a iama tnya ticlc1k jelas/ tidak Jengkap berda sarkan s u rat 
keterangan / pcr:1\ a ta an d a ri peja ba t yc1. ng ben\'e n a ng, dan / a tau 
tela h m c n inggalkan Indonesia berclasa rka n surat 
keterangan / per n\'ataan dari pejabat y ang berwenang; dan / a tau 
Dokumen-dok u men sebagai dasar penagihan kepada debitur tidak 
lengkap ntau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang 
tidak dapat dih indarkan seperti bencana alam, keberatan, dan 
sebagainya berda sarkan surat keterangan/ pernyataan Bupati; 
dan / atau 
Objek piutang htlang clan dibuktika n clc ngan dokurnen ketc rangan 
dari pihak kepolisia n. 
Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang tidak 
menghilangkan hak tagih dan oleh karena itu terhadap piutang yang 
sudah dihapu snukuan ini masih dicatat secara ekstrakomtabel 
dalam catatan a tas laporan keuangan. 

:.;) Penghapusan seccl.1'8. m u tlak a tau pengha pustagihan dilakukan dcngan 
m enghapuskan hak lagih dae rah . Dila kukan dengan pertimbangan : 

Penghapusa n ka rena mengin gat j a ~a-jasa pihak yang 
berutang/ debit ur kepada daerah , un tu k rnenolong pihak berutang 
dari keterpu rukan lebih dala m. 
Penghapusl8.gn;:u1 sebagai suatu s ika p menyejukkan, membuat 
citra penagih r:-1e njad i lebih baik, me mperoleh dukungan rnoril lebih 
luas menghad&pi tugas mas adepan. 
Penghapustagihan sebagai sikap berhenli menagih, menggambarkan 
situasi tak mun gk in tertagih m elihat kondisi pihak tertagih. 
Penghapustagih an untuk restru ktu risa si penyehatan utang. 
Pe n ghapus lagihan setelah sem u a upRya tagih da n cara lain gaga! 
atau tidak m u n gkin d iterapkan. 
Penghapus tagiha n sesua i hukum perdata umumnya, hukum 
kep2-ilitan, hukum industri, huku m pasar modal, hukum pajak , 
melakukan ben chmarking kebijaka n / peraturan penghapusbukuan 
d i n egara lain. 
Penghapusta g 'han secara h u ku m sulit atau tidak mungkin 
d iba talkan , a pabila telah d ioutu ska n dan diberlakukan kecuali cacat 
huku m. 
Pen gahapu!:, tagihan atau penghapusan mutlak piutang d ila kukan 
dengan ca rci menutup ekstrakomptabel clan tidak melakukan 
penjurna lan clan diungkapkan dala m catatan atas laporan 
keuangan. 

d ) Selain piutang pajak dan retribusi, penghapustagihan atau 
penghapusan m u tlak piutang hanya dapat dilakukan setelah piutang 
daerah di uru s s ecara optimal oleh instansi Pemerintah Kabupaten 
Semarang dan penye lesaiannya tidak mungkin lagi maka diserahkan 
kepada Panitia Uru sa n Piutang Nega ra (PUPN) pada Ka n to r Pelayanan 
Kekayaan Negn r;i c'a n Le lang (KPKNL). 
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PSBDT (Piutang Sementa ra Belum Dapal Ditagihj ditetapkan dalam ha! 
masih terdapat si su u 1ang namun : 

Penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk 
menyelesaikann ,·a. 
Barang jaminan tidak ada, telah dicai r kan, tidak lagi mempunyai 
nilai ekonomis atau bermasalah yang sulit di selesaikan. 

f1 Penghapusan secara bersyarat da n mutlak, sepanjang menyangkut 
piutang daerah ditetapkan oleh : 

Bupati u nluk j umlah sampai denga11 ~~P- 5.000.000.000, -
Bupati dengan persctujuan Dewan Pcn,·aki lan Rakyat Daerah untuk 
j umlah lebih da:-i Rp. 5 .000.000.000,-

g) Piutang Daerah yang akan dihapuskan secara bcrsyarat clan mutlak 
d iusulkan oleh pejabat pengelola keuangan daerah kepada Bupati 
setelah mendapa t pcrtim banga n dari KPKNL .' 'ang wilayah kerjanya 
n ,eliputi v,:ilayah .l<uja Bupati yang bcr::;angkutan . 

. l Penghapusan secara bersyarat atas piutang daerah dari pembukuan 
cl daksanakan denga11 kelentuan : 

Dalam hal piu:.ang adalah berupa tuntutan ganti rugi, setclah 
piuta ng di Le Lapb1n sebagai PSBDT dan tertibnya rekorncndasi 
penghapusan sccc.\ra bersyara t. ataL,; 
Dala m hal piutnng adalah selcti n piut::rng ganti rugi, setelah 
ditetap!{an dengan PSBDT. 

Pe r.ghapusan seca ra mutlak atas pi•...1.tang daerah d ari pembukuan 
dilaksanakan denga n ketentuan : 

Persediaan 

Diajukan s etelah lewat 2 tahun sejak tanggal penetapan 
penghapusan secara bersyarat piutang. 
Penanggung Ul<.tng tetap tidak mcrn punyai kcmum pua n untuk 
menyelesaikan sisa kewajiba nnya, yang dibuktikan dengan 
keterangan dan aparat, pejabat ben\·enang. 

3 2.Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau 
p erlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan 
operasional Pemerintah Kabupaten Semarang, dan barang-barang 
yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka 
pe la ya nan kepada masyarakat. 

3 .3.Persediaa n merupakan aset yang berupa: 
a) barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam 

rangka kegiatan operasional pemerintah; 
b) bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses 

produksi; 
c) barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual 

a t au diserahkan kepada masyarakat; 
d) barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada 

masyarakat da lam rangka kegiatan pemerintah. 
- :-'t->r'-'>ediaan menca i<u µ barang atau pcrlcngkap2n ya ng dibe li dan disimpan 

·,mtuk digunaka n , misalnya barang habis pakai seperti a lat tulis kantor, 
'.Jar2,ng tak habis pakat scperti komponcn peralatan dan pipa, dan barang 
beka s pakai seperti komponen bekas. 

::) Dalrnn hal Perr..crintah Kabupaten Semarang mem produksi sendiri, 
persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi 
sepe rti bahan baku pembuatan a lat-alat pertanian . 

~.s Barang hasil proses produk si yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, 
conrnbnya alat-alat pe rtanian setengah jadi. 

_. 1 Dala m h a! Pemerint.uh Ka bupaten Semarang menyimpan barang u ntuk 
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ujua:1. cadangan s trat<:t2;is seperti cadangan e n ergi (misalnya minyak) atau 
c,ntu k tujuan berjaga jaga seperti cadangan p8ngan (misa ln va beras), 
barang-barang d imaks uci diakui sebagai perseciiaan. 

-:-,;..; Persediaan berpa berup;_i hewan dan tan a man u n tuk dijual atau diserahkan 
i<cpada masyarakat an Laru lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan 
hibi t canaman . 
fJers cd iaan dengan koncl isi rusak atau usang t idak dilaporkan da lam 
i•e rnc a , tetapi ctiungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

Pengakuan Persediaan 
.·. i='e rs cdiaan d iakui : 

a . pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah 
Kabupaten Sema rang dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat 
diukur dengan anclal. 

b . Pada saat dii e rima a tau hak kepemilikannya dan/ a tau 
kepenguasaan nya berpindah. 

~>a.du a.khir periodc aku n tansi , persediaa n dicatat berdasarka n hasil 
·wer:. tarisasi fisik (stock opname) . 

Pengukuran Persediaan 
4 2 . Persediaan d isajikan sebesar : 

a . biaya perolehan apabila diperoleh d engan pembelian; 
b . harga pokok produksi apabi!a diperoleh dengan memproduk si sendiri; 
_. n ilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti 

donasi/ rampasan. 
B iayJ. perolehan perseniacin meliputi harga pembclian, biaya pengangkutan, 
Jl[ffa penanganan da r-; b1aya lainnya yang secara lan gsung dapat 
c:1bebankan pada perolt han persediaan. Potongan harga, rabat, dal! lainnya 
ya n g serupa mengurangi biaya perolehan . 

.). Pnscdiaan dinilai dengan menggunakan : 
a . Metode FIFO (Fit'31. ln First Out) yaitu persediaan yang dibeli pertama 

adalah persecl iur-u 1 \ ang pertamu d igunakan, s ehingga persediaan ~v'ang 
ada tingga l pcrscdiaa n dengan pembclian a khir. 

r) . Pencc:ltatan per sed iHan men ggumlkan mctod e per petu,:d dengan te tap 
m endasarkan h a s il inventarisasi (stock oprrn.me). 

c. Me tode perpetuai pada jenis persediacm d ibuatkan kanu persediaan 
yang terdiri dari beberapa kolom yang digunakan untuk mencatat 
mutasi persediaan 

d . Barang persediaan yarig memiliki nilai nominal yang dimaksudkan 
u n tuk dijual, seperti karcis pasar atau parki r , dinilai dengan biaya 
perolehan terakh ir. 

e . Biaya standar persediaan meliputi b iaya langsun g yang terkait dengan 
persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang 
d ialokasikan secara s istematis berdasarkan u kura n-uku ran yang 
digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran . 

f. Persediaan hewa n dan tanaman yan g dikembang biakkan d inilai 
dengan menggu n akan nilai wajar. Harga/ nilai v.'ajar persediaan 
meliputi nilai tukar ase t atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang 
memahami dan berkeinginan melakukan transaksi ,..vajar. 

Behan Persediaan 
45. Behan persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan 
-r . f,er:ghitungan beba n persed iaan dilakuk8.n daiam rangka penyaj ian Laporan 

0 perasional. 
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l·'enga.kuan beban pe rs<:'diaan dila k u kan d(:'. ngan 2 pendekatan yaitu 
pcndekatan aset dan pendekata n beban. 
Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan d iakui ketika 
persediaa n telah dipakai a tau d ikonsumsi. Pendeka tan aset diguna kan 
"mtu k persediaan-persed iaan yang d ima ksud penggunaannya u n tuk se lama 
'<HU periode akuntansi, atau dima ksud untuk berjaga-j aga sepe r ti 
persediaan obat , tanan1c1n, h ewan, pupuk, cetakan, Alat Tulis Kan tor dan 
lain-lain. 
f)alarn p endekatan beban , setiap pembelian per sediaa n a kan langsung 
dicatat sebagai beba n persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk 
persed iaan-persediaan _vang maksud penggunaannya u n t uk waktu yan g 
segera atau tidak dimaksudkan untu k sepa njang sa tu periode seperti 
Maka n Min u m Kegia tan, pembelian Bahan Ba kar Minyak, cetakan misalnya 
buku Raperda / Perda . 

~ ;.,_. Jalam hal persed ia 2n d icatat secara perpetual, maka pengukuran 
1cmakaian persediaan dih itung berda sarkan ca ta tan j urnlah unit yang 
·jpaka i dikalikan nilai pc-r u ni t ses1_iai metode pe n ilaian yang cl igun a ka n . 

. )aiarn h a l per sediaan d1catat secarn periodik ma ka penguku ran pemaka ian 
,Jersediaan dihitung bndasarkan invenLarisas i fisik yaitu d engan cara. saldo 
:l\val pe rsediaan ditambah pembelian a ta u pE'rolehan persediaan d ikuran gi 
dengan saldo akhir persediaan dika likan nilai per unit sesuai metode 
penila ian yang d igunakan. 

Pcngungkapan Persediaan 
5-J . Hal-ha ! yang perlu d iu ngkapkan dala m la poran keuangan berkaitan clengan 

Persediaan adalah sebagai berikut : 
l ) kebijakan akuntans1 :-;ang diguna kan d a lam pengukuran persecl iaan; 
2) penje lasan lebih lan_j u t persediaan sepeni ba rang atau perlengka pan yan g 

digu nakan dala !n pelayan a n masyarakal, lxlrang atau perlengkapan yang 
d iguna kan dalarn p roses p roduksi, barang yang disim pan untuk d ij ual 
a tau d iserahkan kc:pada masyarakat, dan ba rang yan g masih dalam 
p roses p roduks i ya ng dimaksudka n untuk dijual atau d iserahkan kepada 
masya rakat; 

3) Jenis, jumlah dan nilai persediaan d a lam konclisi per sediaan rusa k . 

ASET NON LANCAR 
5 1 . Suatu aset dikla s ifikasikan sebagai aset no,nlancar apabila aset 

dimaksudkan unt u k d imiliki lebih dari .1 2 (dua belas) bulan sejak 
tanggal pelaporan. 

5 2.Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan 
a set t a k berwujud, y ang digunakan s ecara langsung atau tidak 
langsung untuk kegiatan pemerintah ata u yang digunakan untuk 
masy arakat umum 

53 .Aset nonlancar d iklasif ikasikan menja di investasi jangka panjang, 
a s et tetap, dana cadangan dan aset lainnya untuk mempe1·mudah 
pemahaman atas p os-pos aset nonlancar yang disajikan di neraca. 

INVESTASI JANGKA PANJANG 
54. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk 

dimiliki selama lebi h d ari 12 (dua belas} bulan. 
55. Investasijangka panja ng terdiri dari. : 

a . Investasi Non Permanen, adalah i nve s tasi jangka panjang yang 
dimaksudkan untuk dimiliki seca ra tid ak berkelanjutan. 
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_, Investasi Perma nen adalah investasi jangka panjang yang 
d imaksudkan untul~ dimiliki secara t idak berkelanjutan. 

Pengaku an Investasi Jangka Panjang 
56, Suatu pengeluaran kas a tau a set d apat d iakui sebagai inuestasi 

a pabila memenuh i salah satu kriteria : 
a. kemungkinan manfaat ekonomik dan m a nfaat sosial atau j asa 

potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi 
t ersebut dapat diperoleh pemerint a h; 

b. nilai perolehan atau nilai w ajar investasi dapat diukur secara 
m emadai ( reliable). 

57. Pengeluaran untuk m emperoleh investasi jangka panjang diakui 
sebagai pengeluaran pembiayaan. 

Pe ngukuran Investasi J angka Panjang 
58 . '__; n tuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat m embentuk 

-:ilai pasar, dalam h al in vestasi yang demikian nilai pasar d ipergunakan 
seba gai dasa r penerapm1 n ilai wajar. Sedangkan unt uk invcstasi ya ng tidak 
:nemiliki pasar yang aktif dapat dipergunakcm nilai nom inal, nilai tercatat, 
ai::au nilai \vajar lainnyu. . 

50 . Apa b ila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah 
Kabu paten Semarang , maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah 
Ka bu pater.. Semaran g ada lah sebesar biaya pe ro lehan , atau n ilai wajar jika 
:1c:,rga perolchan inveslctsi tc rsc but t idak ada 

Pt-nilaian Investasi Jangka Panjang 
Pcnilaian investasi Penerintah Kabupaten Semarang dilakukan dengan 
liga metode, :yaitu : 

7 I. Penilaian investa s i jangka p a njang peme rintah daerah dilakukan 
dengan tiga metode, yaitu : 
a) Metode Biaya 

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar 
biaya perolehan. Penghasi lan atas investasi tersebut diakui 
s ebesar bagian hasil yang d iterima dan tidak mempengaruhi 
besarnya investasi pada badan usahajbadan hukum yang 
t erkait. Metode tni digunakan untuk investasi dengan 
k epemilikan kurang d ari 20% (dua p u luh per seratu.s). 

b} Metode Ekuitas 
Denga n m enggunakan metode ekuitas pemerintah daerah 
menca tat investasi a wal sebesa r biay a perolehan dan ditambah 
a tau dikurangi sebesar bagian laba a tau rugi pemerintah 
d aerah setelah tangga l perolehan. 
Penyesuaian terhadap nilai investas i juga diperlukan untuk 
mengubah porsi k epemilikan inve s tasi pemerintah daerah, 
misalnya adanya p e rubahan yang timbul akibat pengaruh valuta 
asing serta reva luasi aset tetap. Dampak penyesuaian tersebut 
akan diakui sebagai penambah atau pengurang ekuitas 
pemerintah. 
Metode ini d igunakan untuk investasi dengan kepemilikan 20% 
(dua puluh per seratus) sampai 5 0 % (Zima puluh per seratus) atau 
k epemilikan kurang dari 20% (dua puluh per seratus) t etapi 
memiliki p enga1 uh y ang s ignifikan. Metode ini j uga digunakan 
untuk investasi dengan kepemilikan d iatas 50% (lima puluh per 
seratus). 
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c) Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan 
Metode tnt mencatat investasi sebesar nilai yang dapat 
direalisasikan, dalam hal investasi yang akan dilepas/dijual, 
nilai investasi dicatat sebesar nilai pelepasan/penjualan 
dikurangi dengan biaya pelepasan, dalam hal investasi berupa 
tagihan, nilai investasi dicatat sebesar nilai investasi dikurangi 
penyisihan tak tertagih. 
Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan 
t erutama untuk kepemilikan yang bersifat nonpermanen. 

Pelcpasan dan Pemindahan Investasi Jangka Panjang 
72. Pelepasan investasi Pemerintah Kabupaten Semarang dapat terjadi 

ka,·ena penjualan, dan pelepasan hak karena Peraturan Pemerintah 
dan lain sebagainya. 

73. Perbedaan antara h.asil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya 
harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan / kerugian 
pelepasan investasi. Keuntungan / kerugian pelepasan investasi 
disajikan dalam laporan opearsional. 

-: Pencrimaan dari pc ieJ)asa.n i11ve!:)tasi jangko. par1jang d ia ku i sebagai 
penerimaan pembiayaan. 

, :-- . Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimihki Pemerintah 
Kabupaten Semarang dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata. Nilai 
rata- rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap 
.JUmlah saham yang d1miliki oleh Pemerintah Kabupaten Semarang. 
Pemindahan pos investasi dapat berupa reklas ifi kasi investasi permanen 
menja.di investasi jangkci pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya. 

Investasi Non Permanen 
77. Investasi NonPermanen adalah investasi jangka panjang yang 

dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Tidak 
berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu 
lebih dari 12 bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki ten.ts 
menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik 
kembali. 

7 8. Investasi nonpermanen yang dilakukan pemerintah antara lain 
ben.tpa: 

a. Pembelian Surat Utang Negara; 
b. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat 

dialihkan kepada fihak ketiga; 
c. Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan 

kepada masyarakat seperti bantuan modal kerja secara 
bergulir k epada kelompok masyarakat; dan 

d. Investasi nonpermanen lainnya, yang s ifatnya tidak 
dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara 
berkelanjutan. 

Pengukuran Investasi Non Permanen 
79. Investasi nonpermanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi 

jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk 
dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. 
Sedangkan investasi dalam bentuk dana talangan untuk 
penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar 
nilai bersih yang dapat direalisasikan termasuk dana yang 
disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti 
bantuan modal kerja secara bergulir (dana bergulir) kepada 
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kelompok masyarakat juga dinilai s ebesar nilai bersih yang dapat 
direalisa sikan. 

3 ,, . T nvestasi nonpermanen scperti bantuan modal kerja secara bergulir (dana 
bergulir) merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan 
digul irkan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat oleh Pengguna 
Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan 

-:> konomi rakyat dan Lujuan lainnya . 
c.) . Karakteristik dana bergulir adalah : 

b . Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan daerah. 
c. Dana tersebut dicantumkam dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) dalam alokasinya dan laporan keuangan daerah. 
cl . Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki dan/atau dikcndalikan oleh 

Pengguna Anggar::1.n / Kuasa Penggtma /\ nggaran (PA/ KPA). Dikuasai 
clan/ a tau dimiliki berarti Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna 
Anggaran (PA/ KPA) mempunyai hak kepemilikan atau penguasaan 
atas dana bergulir. Dikendalikan berarti PP.ngguna Anggaran/ Kuasa 
Pengguna Anggaran (PA/ KPA) mempunyai kewenangan dalam 
melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan atau kegiatan lainnya 
dalam rangka pemberdayaan dana bergulir. Pengendalian oleh 
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) diatur 
tersendiri dengan Keputusan Bupati. 

c . Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat, 
ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, 
selanjutnya clisalurkan kembali kepacla rnasyarakat, clemikian 
seterusnya. 

. . Pemerintah daeraL dapat menarik kernbc!li dana bergulir, untuk 
dihentikan penggulirannya. 

g. Dana bergulir scndiri/ langsung adalah mekanisme penyaluran dana 
bergulir yang clikelola sencliri pemerintah daerah mulai proses 
rnenyeleksi , illl'.J"ielapka11 penerima dana bergulir, mcnyalurka n dan 
menagih kembali dana bergulir serta menanggung resiko 
ketidaktertagihan clana bergulir. 

h . Dana bergulir clengan executing agency aclalah mekanisme penyaluran 
dana bergulir rnelalui entitas (lem baga keuangan bank/LKB, lembaga 
keuangan bukan bank / LKBB, modal ventura dan lembaga keuangan 
lainnya), yang ditunjuk dan bertanggungjav.,aban untuk menyeleksi, 
menetapkan penerima dan a bergulir, menyalurkan dan menagih 
kembali dana bergulir sesuai perjanjian. 

1. Dana bergulir dengan chanelling agency adalah mekanisme 
penyaluran dana bergulir melalui entitas (lembaga keuangan 
bank/LKB, lembaga keuangan bukan bank / LKBB, modal ventura 
dan lembaga h:uwigan lainnya) yang clitunjuk dan bcrtanggung jawab 
hanya untuk menyalurkan dana bergulir. 

~2 . Penyajian dana bergulir aclalah sebagai berikut: 
Pengeluaran dana bergulir diakui sebagai pengeluaran pembiayaan yang 
disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas. 
Pengeluaran Pembiayaan tersebut dicatat sebesar Jumlah kas yang 
dikeluarkan dalam rnngka perolehan dana bergulir. 
Da:1a bergulir disajikan di neraca scbagai investasi jangka panjang­
investasi nonpermanen-dana bergulir. 
Penarikan kembali dana bergulir dimasukkan sebagai pencnmaan 
pembiayaan. 

r-::_i Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga 
pcrolehan , tetapi secara periodik, pemerintah daerah harus melakukan 
pcnyesuaian terhadap dana bergulir sehingga nilai dana bergulir yang 
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tercatat di neraca me.nggambarkan nilai bersih yan g dapat direalisasika n 
(net realizable value). 

f<J. !\Ji la i yang dapat dire,:-disasikan atau Net Realizable Value dapat diperoleh 
jika satuan ke1ja pengelola dana bergulir melakukan penatausahaan dana 
bergulir sesuai jatuh temponya (aging schedule). Nilai dana bergulir yang 
clapat direalisasikan diperoleh dari dana bergulir dikurangi dengan 
pcncadangan atau pe11yisihan dana be rgu lir . · 

1'.- . Kategori dana bergu l11 dengan kelolc1 sendiri :-aitu: 
a. Lancar, apabila : 

Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahu; dan/ atau 
Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan / a tau 
Penerima dana bergulir menye tuj u i hasil pemeriksaan; dan atau 
Penerima dana bergulir kooperatif. 

i) Kurang lanca:- , apalJilH : 
Umur dana bngulir lebih dari l tahun sampai dengan 3 tahun; 
dan/ atau 
Penerima dan a bergulir dalam jangka \vaktu 1 bulan terhitung 
sejak tanggal surat tagihan pertama belum melakukan pelunasan; 
dan / atau 
Penerima dana bergulir kurang kooperatif dalam perneriksaan; 
dan / atau 
Penerima dana bergulir rnenyetujui sebagian hasil perneriksaan. 

c . Diragukan, apa bila : 
Urnur dana berguli r lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun; dan/ atau 
Penerima dancJ. bergulir dalam jangka waktu 1 bulan tcrhitung 
sejak tanggal surat tagihan kedua belum melakukan pelunasan; 
dan / atau 
Penerima dana bergulir tidak kooperatif dalarn pemeriksaan; 
dan/ ata.J. 
Penerima dana bergulir tidak menyetujui seluruh hasi l 
pemeriksaun. 

d . Macet, apabila : 
Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun ; dan / atau 
Penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 bulan terhitung 
sejak tanggal surat tagihan keliga beluIT melakukan pelunasan; 
da n / atau 
Penerima dana bergulir tidak diketahu i keberadaann_ya; dan/atau 
Penerima dana bergulir mengc=dami kesul itan bangkrut dan/ atau 
meninggal dunia; dan/ a tau 
Penerirna dan a bergulir mengalami rnusibah. 

:l Kc, tegori dana bergulir dengan executing agency yaitu : 
n . Lancar, apabila : 

Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Buka n Bank, 
Koperasi , Modal Ventura dan lernbaga Keuangan Lainnya 
menyetorkan pengembalian dana bergulir sesuai dengan perjanj ian 
dengan pemerintah daerah; dan/ a tau 
Masih dalam tenggang ·waktu jatuh tempo. 

b. Macet, apab ila : 
Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Buk8n Dank, 
Koperasi , Modal Ventura dan lembaga Keuangan Lainnya dalam 
jangka wcl.ktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan 
pelunasan; dan/ a tau 
Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, 
Koperasi, Modal Ventura dan iernbaga Keuangan Lainnya tidak 
diketahui keberadaan nya; dan / a tau 
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Lembaga Keua ngan Bank, 
Koperasi , .\1udal Ventura 
bangkrut; dan / a tau 

Lembaga Keuangan Bukan Bank , 
dan km baga Keuangan Lainnya 

Lembaga h eL;;.ingan Bank, LcrnlJaga Kcuangan Bukan Bank, 
Kope rasi , Muc\81 Ventura dan lembaga Kemrnga n Lain n va 
mengalami m us1bah; d an / a tau 

Ka tegori dana bergulir dengan char.neling agency yaitu : 
a . Lan car, apabila : 

Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahu; dan/ atau 
Masih dalam tcnggang waktu jatuh tempo; dan/ a tau 

b. Lancar , apa bila : 
Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun ; 
dan/ atau 
Penerima dana bergulir da lam jangka wakt u 1 bulan terhilung 
seja k tangga l :surat tagihan penama belum m e lakukan pelunasan; 
dan/ a tau 

c . Diragukan, apabila : 
Umur dana bcrguli r lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun; dan / atau 
Penerima dana bergulir dalam jangka \.vaktu 1 bulan terhitung 
sejak tanggal surat tagihan kedua belum melakukan pelunasan; 
dan / a tau 

(I . Macet, apabila : 
Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun; dan/ a tau 
Penerima dana bergu lir dalam jangka wak tu 1 bulan terhitun g 
sejak tanggal s-c.rat tagihan ketiga belum melakukan pelunasan; 
dan/ a tau 
Penerima dana bergulir tidak dikernhui keberadaannya; dan/ a tau 
Penerima dana bergulir mengalami kesulitan bangkrut dan/ a tau 
meninggal dunia; dan/ a tau 
Penerima dana bergulir menga lami m u sibah . 

90. 

Penyajia n dana bergulir di n eraca berdasarkan Nilai yang dapal 
d ir.:a lisasikan (Net Reolizable Value) cli la k san a kan d engan cara dan a 
bergulir dikurangi de ngan pencadangan c1 Lau pcnyis ihan dc1na bcrgulir. 
Pencadan gan atau peny isihan atas dana be rgulir sebagai berikut : 

a . Dana bergulir lancar d icadangkan sebesar 0,5% (nol koma lima 
persen) dari nilai dana bergulir lancar; 

b. Dana bergulir kurang lancar dicadangkan seb esar 10% (sepuluh 
per seratus) dari n.ilai dana bergulir kurang lancar; 

c . Dana b ergulir diragukan dicadangkcrn sebesar 50% (lma puluh 
persen) dari nilai dana bergulir d iragukan setelah d ikurangi 
dengan nilai agunan atau nilai barang si!.aan Uika ada). 

d . Dana bergulir macet dicadangka n sebesar 100% (seratus persen) 
dari nilai macet setelah d ikurangi dengan n ilai agunan atau nilai 

barang sitaan Uika ada) . 
Jika dana bergulir masuk dalam kategori m acet sela ma 2 (du.a) tahun 
berturut-turut tanpa pelunasan atau cicilan maka dana bergulir te rsebut 
dapat dihapus sesuai ketentuan yang berlaku d an ditetapkan d engan 
Keputusan Bupati. 

Penyajian Dana Be rgulir berupa hewan ternak yang digulirkan di 
Masyarak at yang dinilai dengan Uan g 
:::' 1. Pengeluaran dana bergulir berupa hewan ternak yang d igulirkan di 

masyarakat yang dinilai dengan uang diakui atau dikelompokkan sebagai 
Pengeluaran Pe m biayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi 
Anggaran maupun Laporan Arus Kas, yang dicatat sebesar j umlah dana 
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yang dikeluarkan, disajikan di Neraca sebagai lnves tasi Jangka Panjang -
Investasi Non Permanen - Dana Bergulir. 

c.; ,? Dana bergulir berupa hewan ternak yang digulirkan di masyarakat yang 
d inilai dengan uang yung dicatat scbesur harga pcrolchun, olch 
Pemerintah Daeran secara periodik harus melakukan penyesuaian 
ccrhadap dana bergulir tersebut, sehingga nilai dana bergulir berupa 
hewan ternak yang digulirkan di masyarakat yang dinilai dengan uang 
vang tercatat di neraca menggambarkan nilai ber sih yang dapat 
direalisasikan (net realizable value) dan dini lai berdasarkan nilai standar. 
Paa::1. saat Pemerin tdh Daerah menarik investasi nonpermanen berupa 
hewan ternak yang Jigulirkan di masyarakal yang dinilai dengan uang, 
c;1akct pe ngelola d ani., t)ergulir akan mencata '~ sebagai pengurang investasi 
:1onpermanen di nera, a dan akan diakui se bagai penerimaan pembiayaan 

<..i:....; 

-:.!cd:c: m Laporan Rc:a ]i:·usi Anggaran dan Laporan Arus Kas. 
Pengelola dana bergulir berupa hev,an ternak yang digulirkan di 
ma syarakat yang dinilai dengan uang melakukan penatausahaan dan 
akuntansi dana bergulir sesuai dengan jaluh temponya (aging scedule). 
Pada saat pengelola dana bergulir berupa hewan ternak yang digulirkan di 
masyarakat yang dinilai dengan uang, melakukan pengeluaran a tau 
pengguliran hewan ternak maka atas pengeluaran tersebut dicatat sebagai 
in vestasi nonpermanen atau penambah inveslasi nonpermanen. 
Pada saat terjadi pengembangan atas hewan ternak terset>ut ma ka hasil 
pengembangan yang disetor ke kas daerah dicatat sebagai Pendapatan Asli 
Dacrah, dan hasil pengembangan yang tidak disetor ke kas daerah tetapi 
akan digulirkan kembali dicatat s~bagai penambah investasi 
n onpermanen. 

-~~ : Pada saat pelepasar1 hc1k c1tau he\van tcrna.k dari Pemerintah Daerah 
kepada masyarakat karena telah memenuh i kewaj ibannya maka atas 
h evvan ternak yang clilepaskan kepada masyarakat tersebut d icatat 
sehagai pengurang investasi nonpermanen. 

::,.. ,3 Dana bergulir berupa hewan ternak yang digulirkan d i masyarakat yang 
d inilai dengan uarig dapat dihapuskan, j ika hewan ternak tersebut benar­
benar sudah mati dan harus dibuktikan dengan Berita Acara tentang 
kema t ian hewan ternak tersebut, pengelola akan mencatat sebagai 
pengurang in vestasi nonpermanen. 

cig Pengungkapan dana tergulir 
Disamping mencantumkan pengeluaran dan a bergulir sebagai 
Pengeluaran Pernbiayaan di Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan 
Arus Kas, dan Dana Bergulir di Neraca, perlu diungkapkan informasi 
lain dalam Cata.tan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain: 
j. Dasar Penilaian Dana Bergulir; 
k. Jumlah dana bergulir yang tidak te rtagih dan penyebabnya; 
I. Besarnya suku bunga yang dikenakan; 
m. Saldo awal ctana bergulir, penambahan atau pengurangan dana 

bergulir da.n saldo akhir dana bergulir; 
n . Informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur 

d ana bergulir . 

100. Invest asi non permanen dalam bentuk penanaman modal di 
proyek-proyek p e mbangunan p emerinta h (seperti Proyek PIR) dinilai 
sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkanuntuk 
perencanaan d an biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka 
penyelesaian proyek s ampai proyek tersebut diserahkan ke pihak 
ketiga. 
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Penghapusan dana Bergulir 
' = : . Berikut ini adalah ketentuan tentang penghapusan dana bergulir : 

<t. Dana bergulir dapat dihapuskan secarn bersyarat/penghapusbukuan 
a Lau mutlak/ penghapustagihan cb n pembukuan Pemerintah 
Kabupaten Semarang, 

b. Penghapusan secara bersyarat atau penghapusbukuan dilakukan 
J.engan menghapuskan dana bergulir dari pembukuan Pemerintah 
Kabupaten Semarang tanpa menghapuskan hak tagih claerah . 
Dilakukan dengan pcrtimbangan : 

Dana bergulir melampaui batas umur (kadaluwarsa) yang 
ditetapkan sebagai kategori dana bergulir macet; clan / at2 u 
Debitur tidak rnelakukan pelunasan 1 bulan setelah tanggal Su rat 
Tagihan ke tiga setelah jatuh tempo atau dana bergulir telah 
diserahkari kepada instansi yang menangani pengurusan piutang 
Negara, atau sejak tanggal berakhirny2- penetapan dana bergulir 
tersebut menjadi dana bergulir diragukan, yang sudah dilakukan 
penagihan tetapi belum dilakukan pelunasan.; dan/ a tau 
Debitur mengalami musibah (force majeure); dan/ atau 
Debitur meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta v.rarisan 
dan tidak rnernpu ny"ai ahli v,'aris, alau ahli 1vvaris tidak dapat 
di temukan bcrdasarkan surnt kc te rangan dari pejabat _\·ang 
berwenang; da n., atau 
Debitur tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan 
surat keterangan dari pejabat yng berwenang yang menyatakan 
bahwa debi tur memang benar-benar sudah t idak mempunyai harta 
kckayaan lagi: dan/atau 
Debitur dinyatakan paili t berdasarkan putusan pengadilan; 
dan/ atau 
Debitur tidak dapat ditemukan lagi karena pinclah a lamat atau 
alamatnya tidak jelas / tidak lengkap berdasarka n s uraL 
keterangan; pernyataan dari pejabat yang benvenang, dan/ atau 
telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat 
keterangan/ pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/ atau 
Dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada debitur tidak 
lengkap a tau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan kcadaan yang 
tidak dapat dihindarkan seperti bencana a lam, keberatan, dan 
sebagainya berdasarkan surat ketcrangan/pernyataan Bupati; 
dan / a tau 
Objek dana bcrgulir hilang dan clibuklikan clengan dokun1en 
keterangan dari pihak kepolisian . 
Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat dana bergulir tidak 
menghilangkan hak tagih dan oleh karena itu terhadap piutang 
yang sud ah d ihapusnukuan m1 masih dicatat secara 
ekstrakomtabel dalam catata n atas laporan keuangan. 

c. Penghapusan secara mutlak atau penghapustagihan dilakukan 
dengan menghapuskan hak tagih daerah. Dilakvkan dengan 
pertimbangan : 

Penghapusan karena m engingat Jasa-jasc:1 pihak yang 
berutang/ debitur kepada daerah , untuk menolong pihak berutang 
dari keterpurukan lebih dalam. 
Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat 
citra penagih menjadi lebih baik, mem peroleh dukungan mori l lebih 
luas menghadapi tugas mas adepan. 
Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, 
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menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihal kondisi 
pihak tertagih. 
Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang. 
Penghapustagihan setelah semua upaya tagih dan cam lain gaga! 
atau tidak mungkin diterapkan. 
Penghapustagihan sesuai h ukum perdata umumnya, hukum 
kepailitan, hukum industri, hukum pasar modal, hukum pajak, 
melakukan benchmarking kebijakan / peraturan penghapusbukuan 
di negara lain. 
Penghapusta gihan secara huku m sulit atau tida k mungkin 
dibatalkan , apabila Lelah dioutuskan dan d iberlakukan kecuali 
cacat hukum. 
Pengahapustagihan atau penghapusan mutlak piutang dilakukan 
dengan cara menutup ekstrakomptabel dan tidak melakukan 
penjurnalan dan diungkapkan dalam cata tan atas laporan 
keuangan. 

cl . Penghapusan da1rn \Jergulir h,rnya dapal c!ilakukan setelah dana 
bergulir di urus secara optimal oleh insLansi Pemerin tah Kabupaten 
Semarang dan penyelesaian nya tidak mungkin lagi maka diserahkan 
kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) pada Kantor Pelaycman 
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). 

c. PSBDT (Piutang Scmentara Belum Dapat Ditagih) ditetapkan dalam 
hal masih terdapat sisa utang namun : 

Penanggung utang tidak mempunya 1 kemampu an ur.tuk 
menyelesaikannya. 
Barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, t idak lagi mempu nyai 
nilai ekonomis atau bermasalah yang sulit di selesaikan . 

f. Penghapusan sec.ara bersyarat dan mutlak, sepanjang menyangkut 
dana bergulir ditetapkan oleh : 

Bupati untuk jumla h sampai dengan Rp . S.000.000.000,-
Bupati denga::1 persetujuan Oe\\·an Perwakilan Rakyat Daerah 
untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,-
Dana bergu lir yang akan dihapusknn secara bersyarat dan mL:tlak 
d iusulkan olch pejabat pengelola keuangan daerah kepada Bupati 
sete lah mendapaL pertimbangan dari KPKNL yang wilayah kerjanya 
meliputi wilayah kerja Bupati yang bersangkutan. 

g. Penghapusan secc~ra bersyarat atas Jana bergulir dari pembu kuan 
dilaksanakan dcngan ketentuan setelah dana bergulir ditetapkan 
sebagai PSBDT dan Lerbitnya rekorncndasi penghapusan secara 
bersyarat dari Sadan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau; 

h. Penghapusan secara mutlak atas dana bergulir dar:i pembukuan 
dilaksanakan dengan ketentuan : 

Diajukan setelah lewat 2 tah un sejak tanggal penetapan 
penghapusan secara bersyarat dana bcrgulir. 
Penanggung dana bergulir tetap tidak mempunyai kemampuan 
untuk menyelesa ikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan 
keterangan d::ff1 aparat, pejabat berwenang. 

lnv estasi Permanen 
102. Investasi Permanen adalah investa s i jangka panjang yang 

dimaksudkan u ntuk dimiliki secara berkelanjutan. Atau investasi 
yang dimaksudkan u ntuk dimiliki t ents menents tanpa ada niat 
untuk memperjual belikan atau melepas investasi. 

103. Investasi permane n terdiri dari : 
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a. Penyertaan m odal pemerintah daerah pada. perusahaan 
Negara/peru sahaan daerah, lemhaga • keuangan 
Negara/lembaga keuangan daerah, badan internasional dan 
badan hukum lainnya bukan milik Negara. 

b. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah 
untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan 
pelayanan kepada masyarakat. 

104 . Investasi perma nen lamnya merupakan bentuk investasi yang tidak bisa 
d imasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang ya n g 
dibeli oleh pemerintah, dan penanaman modal dalam proyek 
pembangunan yang dapat dialihkan kepadH pihak kctiga, misalnya 
iiwestasi dalam propc:-ti va ng tidc1k tcrn1kup cinlam kcbijakun ini. 

Pen gakuan Hasil Investasi Jangka Panjang 
105. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka panjang non 

permanen berupa deviden tunai diakui sebagai piutang deviden 
pada neraca dan pendapatan hasil investasi pada laporan 
operasional pada saat deviden diumumkan dalam RUPS. 
Pendapatan deviden t unai tersebut d iakui sebagai pengurang 
p~utang deviden pada neraca pada saat kas diterima. Penerimaan 
deviden tunai t e rsebu t akan diakui sebagai pendapatan hasil 
investasi pada laporan realisasi anggaran. 

1 U6. Hasil investasi berupa deviden tunai yang ddiperoleh dari 
p enyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan 
m etode biaya, pada saat diumumkan dalam RUPS dicatat sebagai 
piutang deviden pada neraca dan pendapatan hasil investasi pada 
laporan operasional. Hasil investasi berupa deviden tunai akan 
diakui sebagai p engurang piutang devide n pada saat kas diterima. 
Penerimaan de viden tunai tersebut akan diakui sebagai 
pendapatan hasil in vestasi pada laporan realisasi anggaran. 

107. Hasil investasi berupa bagian laba yang diperoleh dari penyertaan 
modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode 
e k uitas, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan 
operational dan penambah nilai investasi pemerintah pada neraca. 
Deviden tunai diakui sebagai piutang deviden dan pengurang 
investasi pemerintah pada saat diumumkan dalam RUPS. Deviden 
tunai yang telah d iterima pemerintah akan mengurangi piutang 
d eviden. Penerima an deviden tunai tersebut akan dicatat sebagai 
pendapatan has il investasi pada laporan realisasi anggaran. 
Deviden dalam bentuk saham yang diterima tidak menambah nilai 
investasi pemerintah, sehingga tidak diakui sebagai pendapatan. 

108. Dalam kondisi nilai investasi negative disajikan nihil, bagian laba 
te rlebih dahulu digunakan untuk menutup akumulasi rugi. 
Penambahan investas i dari pengakuan bagian laba akan 
dilakukan sete la h a kumulasi rugi t ertutup. Hal ini diungkap 
d alam catatan atas laporan k euangan. 

109. Jika akibat kerug ian yang dialami, nilai investasi menjadi negatif 
dan pemerintah memiliki tanggung jawab hu.kum atu.u kewajiban 
konstruksi untuk menampung kerugian atas badan usaha 
penerima investas i tersebut, maka bagian akumulasi rugi diakui 
sebagai nilai investas i negatif. 

1 10. Pengakuan bagian laba pada saat investasi disajikan sebesar nilai 
negative akan m e nambah nilai investasi tersebut, penambahan 
tersebut akan m e ngurangi n i lai negative investasi pada neraca. 
Hal ini diungkapkan d alam catatan atas laporan keuangan. 



Pengungkapan Investasi 
11 1. Pemerintah Kabupaten Semarang, antara lain: 

a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi 
b. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen; 
c . Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun 

investasi jangka panjang; 
d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab 

penurunan tersebut; 
e. Investasi yang d inilai dengan nilai wajar dan alasan 

penerapannya; dan 
f. Rekonsiliasi nilai investasi awal dan akhir atas investasi 

dengan metode ekuitas. 
g . Investasi yang disajikan dengan nilai negatif. 
h. Perubahan klasifikasi pos investasi. 
i . Perubahan pors i kepemilikan atau pengaruh signifikan yang 

mengakibatkan perubahan metode akumulasi. 

ASET TETAP 
112. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat 

lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan 
pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. 

: 13. Termasu k dalam ase-t tetap pemerintah dacrah adalah : 
a . Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dim anfaatka n 

oleh enLi t c~s lainnya misa lnya pcme rin tah lainnya, universitas , 
kon t ra k tor. 

!::)_ Hak atas tanah. 
114. Aset Tetap terdiri dari : 

a. Tanah; 
b. Peralatan dan Mesin; 
c. Gedung dan bangunan; 
d. Jalan, Irigasi dan Jaringan; 
e. Aset Tetap La,nnya; 
f Konstruksi dalam Pengerjaan; 

Tunah yang dikelompokkan sebagai aset tcta p ialah tanah yang dipe roleh 
dt-ngan maksud u;i t :..1k dipakai dalam kegiatan opernsional pemerintah 
.i~.erah dan dalam l<u11di~ i siap pa kai . 
Pt:ralatan dan J\,1f:sin mencakup mesin-rnesin cian kendaraan bermotor, 
abt eleki:ron ik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya 
yang nilainya signifikan dan dalam kondisi siap paka i. 

· 1 · · Gedung dan Bangunan m encak'..lp scluruh gedung dan bangunan yang 
d1peroleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional 
pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai . · 

18. Jalan , irigasi, dan jaringan m encakup jalan, irigas i, dan jaringan yang 
dibangun oleh pemerintah d aerah serta dimiliki dan / atau dikuasai oleh 
pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai. 

_ 1 ½. Aset tetap lainnya menca kup aset tetap yang tidak d apat d ikelompokkan 
kc dalam kelompok aset teta p di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan 
un tuk kegiatan opcrasional pemerin tah daerah clan dala m koridisi s ia p 
pakai. 

120. Konstruksi dalam pen gerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam 
proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum 
selesai seluruh nya. 
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. , l :\set tcta p yang tidak digunakan untuk keperluan operasional 
,..:emerintah daernh t idak memenuhi clefinisi c1sel tetap clan harus 
d isajikan d i pos cJ.St: l lui11nya sesuai nilui tcrcutatnya. 

Pengakuan Aset Tetap 
122 . Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan 

diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat 
d iakui sebagai aset tetap haru.s dipenuhi kriteria sebagai berikut : 

i1. Berwujud; 
b. Mempunyai masa manfaat lebih dari .t2 (dua belas) bulan; 
c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; 
d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal 

entitas; dan 
e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan . 

.1: Memenuhi dalam batasan minimal nilai rupiah kapitalisasi 
aset tetap yang sudah ditetapkan. 

123. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah 
diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/ atau pada 
saat penguasaannya berpindah. 

Pengukuran Aset Tetap 
124. Aset tetap dinilai dengan bia.ya perolehan. Apabila penilaian aset 

tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan 
m aka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat 
perolehan. 

1 25. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai 
suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya 
haru.s diukur berdasarkan biaya perolehan. 

126. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut 
adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. 

127. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya 
perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat 
neraca itu di.susun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal 
neraca awal, atas perolehan aset tetap baru suatu entitas 
menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya 
perolehan tidak ada. 

128. B iaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau 
konstru.ksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat 
diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke 
kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk 
penggunaan yang dimaksudkan. 

Perolehan Secara Gabungan 
l29. Biaya p erolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh 

secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga 
gabungan terse but berdasarkan perbandingan ni lai wajar masing­
masing aset yang bersangkutan. 

Pertukaran Aset (Exchange of Assets) 
130. S uatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau 

pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset 
lainnyu. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai 
wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat 
aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas 
atau setara kas yang ditransfer/diserahkan. 
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131. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu 
aset yang scrupa yang memiliki manfaat yang serupa dan 
memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat 
dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. 
Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang 
diakui dalam transcr.ksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat 
s ebesar nilai tercat at (carrying amount) atas aset yang dilepas. 

Aset Donasi 
1.32. As et tetap yang d iperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat 

sebesar nilai wajar pada saat perolehan. 

Pengeluaran Setelah Perolehan (Subsequent Expenditures) 
133. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang 

memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar 
memberi manfaat e konomik di masa yang akan datang dalam 
bentuk kapasitas , mutu produksi, atau peningkatan standar 
kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang 
bersang ku tan. 

134. Pengeluaran setelah perolehan berupa rehabilitasi / pemeliharaan 
besar yang memenuhi syarat kapitalisasi dan menambah masa 
manfaat akan dicatat sebesar nilai perolehan saat tahun 
perolehan. Penge luaran setelah perolehan ini dicatat dengan 
metode historis, dimana rehabilitas / pemeliharaan sebagai aset 
penambah nilai dan masa manfaat dicatat pada tahun perolehan 
dengan tidak menghilangkan informasi aset lama / awal 

135. Seluruh aset hasil rehabilitasi / pemeliharaan baru yang 
d ikapitalisasi ini dapat menurun kapasitas / manfaatnya sehingga 
harus disusutkan nilainya sesuai dengar~ metode yang telah 
d itentukan dengan estimasi umur a set masing-masing serta 
disusutkan sejak tahun perolehan rehabilitasi aset yang 
be r.sangkutan. 

Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) Terhadap Pengakuan 
.\wal 
_ ,36. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap 

t e rsebut. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian 
kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian 
pada masing-masing akun aset tetap dan akun akun ekuitas. 

Penyusutan 
137. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu asset 

tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat a s set yang 
bersang ku tan. 

138. Nilai penyusutan untuk masing-masing p e riode diakui sebagai 
pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban 
penyusutan dalam laporan operasional . 

. J9. Penyesuaian nilui asct tetap dilakukan dengan berbagai metode 
sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode pcnyusutan yang 
d igunaka n harus dapat menggambarkan mc;;.nfaat ekonomik atau 
kemungkina n jasa yang akan mengalir ke pemerintah daerah. 

• 40. Metode penyusu tan yang dipergunakan adalah metode garis lurus . 
..: 1. Bcrdasarkan metode garis lurus, penyusutan nilai aset tetap dilakukan 

dengan mengalokc.1s ika n penurunan nilai secara merata selama masa 
manfaatnya. Prosentasc penyusutan _, ang dipakai dnlam nietode ini 
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1 44. 

d ipergunakan sebagai pengali nilai yang d a pat d isusutkan untuk 
mendapat n ilai penyusutan per tahun. 
Ru musa n pe rhi tungan penyusutan bcrdasarkan metode garis lurus 
a dalah sebagai berikut : 

Penyusutan per pcriode = Nilai yang dapa t disusutkan 
Masa Manfaat 

Tarif penyu sutan un : uk setiap aset adalah sebagai berikut : 

I 

: 

No. : Uraian penyusutan 

-- - ------- · -- ---- 7 
Tarif 

--- (%) 
1. Tanah 0% 
2 . Peralatan dan Mesin, terdiri atas : 
2 .1 Al at-ala t Bernt 5% - -

I ' 2. 2 I Alat-alat An_g_ku_tan / kendaraaf'! _ _ _ ___ _ _________ __ 5_0_1/o--1\ 

2.3 I A~at-alat 1:3e1_1gkei dan Alat Ukur __ ---·------- ____ 4% 
_2.4 I A1at-alat _Pe1!anian/ Peternaka n _ ____ ___ _ _ ___ _ 5_0;;_0_ ' 

2. 5 ; Alat-alat KFtntor dan Rumah Ta.ngga 5% 
--- - -+--- - -------, 2 .6 i Alat Studio ·tan Alat Komunikasi 5% 

2.7 I Alat-alm Kc-dok.teran 8% 
I ----· ---- ---- - ---- - - -- - -

2 .8 Alat-alat Luboratorium 8% 
1 --- - ---- - ---------+-- - ----

2. 9 ' Alat Keamanan 5% I 
3 . I Gedung da!~-Bangunan, terdi ri ~ -:- ~ 

3.1 I Bangunan C~duna __ __ 4% 
3.2 ! Bangunan y~unumen 4% 
4 . i Jalan, Irigasi dan Jaringan, tcrdiri ata~·-: - --.,. __ _ -- . - - -- --- - - --- --- --- ·c:;;,::7 4.1 Jalan 

4 .2 Jembatan --
4.3 Bangunan Air/ lrigasi 
4.4 J aringan dan Instalasi -
5 . Aset Tetap Lainny a , terdiri atas : 

5 . 1 Buku dan ~~.!:.eustakaan ---5.2 
1 

Barang Be1corak 
Kesenia~ebudaYaan Olahra a 

4% ; 
4% I 
8% 1 
4% 

-,--

- --
8% 
8% 

_ 5.3 I Hewan/ Ternak dan Tumbuhan 0% 
5.4 , Alat-ala t Perse_n .... i_a_ta_a_n _ ___ ____ -----f-- ___ ___ 5% 

___ 6-:-f Konstruksi Dalam Pengerjaan___ 0%J 

Selain tanah, hewan/ ternak dan tumbuhan serta konstruksi dalam 
p engerjaan, seluruh a s e t tetap dapat disusutkan sesuai dengan 
sifat dan karakteristik aset tersebut. 
Hal-hal khusus ~erkait penyusutan : 

L n tuk aset ~·ang d iperoleh sebelum penyusunan neracd awal, maka 
penyusutan d ihi 1: ung dengan membagi nilai yang disusutkan dengan 
sisa masa manfaat saat penyusunan neraca awal. Sedangkan 
a kumulasi penyusutan terdiri dari penyu.sutan ta hun berja lan dan 
penyusutan sela ma masa manfaat yang telah dilewati sampai dengan 
neraca awal. 

- - - ----- -~------- - - ---.------- - ---- - -
Sisa 
manfaat 

, neraca awal 

mosa 
saat , = 

1 Masa manfaat 1 - Umur a set sejak 
1 aset 

I 
pembelian sd tahun 

i I neraca awal 
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Pe-nvusutan . 
tahun 

- - ---- --- --per I Nilai Aset , Sisa manfaat saat neraca i 
· awal - ------ - --~ 

---·•-- ---- - - - - --- --- -- -----
.A.kumulasi 
:Jen\·usutan 

Umur sci Nernca x Penyusutan per tahun 
_. _ _,, ____ _ a wal 

P,·n,---L.-l-SU- ta- n- ta_h_•1~----- 7 Penyusutan·- _p_e_r __ r··•-~ - - -- -- --- ---i 
berjalan tahun 

Untuk aset yang cliperoleh setelah penyusunan neraca a\\' al hingga 
satu tahun sebelum dimulainya penerapan penyusutan, maka 
penyusutan dihitung dengan membagi nilai yang disusutkan dengan 
perkiraan masa manfaat. Sedangkan akumulasi penyusutan terd iri 
dari penyusutan tahun berjalan da n koreksi penyusunan tahun 
berjalan dan kord<si penyusutan tahun-tahun sebelumnya. 

Akumulasi 
penyusutan 

Ta rif I x I Umur 
penyusutan I I a seL 

X Umur aset 
pembelian sci 
neraca awal 

r-Penyus~tan tahun 
berjalan 

i Tarif penyusutan ! x I Nilai aset 

sejak f 

tahun 1 

Untuk aset yang diperoleh pada saat penyusunan neraca awal dan 
seterusnya maka penyusutan dihitung dengan membagi nilai yang 
disusutkan dengan perkiraan masa manfaat. 

Penyusutan - --~-= 1·· Nilai yang····7Masa manfaat 
d isusutkan 1 ----- - - . --- - - - -'--......1....- - - - ---- - ------' 

Untuk asel yang mengalami penilaian dan atau revaluasi serta aset 
reha / mengalami pemeliharaan berat (subsequent expenditure), 
maka penyusutc1n dihitung d engnn membagi nilai n111g disu~u tkan 
dengan perkin.-i.a:i masa manfaat. 

Penyusutan 
i 
I 

- - - ------~-

Nllai 
disusutkan 

yang 

- ---
Masa manfaat 

Aset ekstrncomptable Pemerintah Kabupaten Semarang tidak 
d isusutkan 
Penyusutan atas aset tetap di hitung sejak tahun perolehan. Untuk 
Periode penyusutan pada ta liun 20 15 masih menggunakan 
pendekatan tahunan dimana barang yang di peroleh pada tahun 2015 
tersebut sudah harus disusutkan selama l tahun. 
Peiode penyussutan mulai tahun 20 16 menggunakan pendckatan 
semesteran atau tengah tahunan. Pendekatan semesteran m1 
menggunakan waktu enam bulan sebagai titik penentuan waktu 
untuk menghitung besarnya penyusutan . Jika sualu aset diperoleh d i 
semester penama maka penyusutannya dihitung penuh satu tahun, 
j ika diperoleh pada semester kedua maka penyu sutannya dihitung 
setengah tahun 

Penilaian Kembali Aset Tetap (Revaluation) 
1 46. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak 

diperke nankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah 
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menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga 
p ertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan 
berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. 

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap (Retirement and Disposal) 
14 7 . Suatu aset tetap die liminasi dari neraca ketika dilepas.lcan a tau 

bi la aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak 
a da manfaat ekonomik di masa yang akan datang. 

148. Aset tetap yang secara permanen dilepas har-us dieliminasi dari 
Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

149. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah 
daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan hani.s dipindahkan 
ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. 

Tanah 
l SO. Tanah yang dimi liki dan/atau dikuasai pemerintah tidak 

diperlakukan secara khusus, dan pada prinsipnya mengikuti 
ketentuan sepcrti yang diatur pada kebijakan tentang akuntansi 
aset tetap. 

1 51. Tanah yang dikelompokan dalam aset tetap adalah tanah yang 
dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam 
kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap 
digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan 
untuk bangunan , jalan, irigasi, dan jaringan. 

152. Pengakuan tanah di luar negeri sebagai aset tetap hanya 
dimungkinkan apabila perjanjian penguasaan dan hukum serta 
peni.ndang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan 
Republik Indonesia berada mengindikasikan adanya penguasaan 
yang bersifat permanen. 

Pe nyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi 
153. J ika suatu kontrak konstn.iksi mencakup sejumlah aset, 

konstni.ksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak 
konstni.ksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini 
terpenuhi : 

a. proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset; 
b. setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan 

kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau 
menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing­
masing aset tersebut; 

c. biaya masing-masing aset dapat diidentifikasikan. 
1 54. Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan 

konstni.ksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau 
dapat diubah sehingga konstn.iksi aset tambahan dapat 
dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstni.ksi tambahan 
diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika : 

a. aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam 
rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup 
dalam kontrak semula; atau 

b. harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa 
memperhatikan harga kontrak semu la. 
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Konstruksi Dalam Pengerjaan 
155. Konstruksi dalam Pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam 

proses pembangunan. 
156 . Jika penyelesaia n pengerjaan suatu asset tetap melebihi dan atau 

melewati satu tahun anggaran, maka asset tetap yang belum 
selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi 
dalam pengerjaan sampai d e ngan asset tersebut se lesai dan siap 
dipakai. 

~ =-ti Konstruksi dalam pcngerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun 
dan telah siap dipakai harus segera direklasifika s ikan ke salah satu 
akun yang sesua i dalarr: pos asset tetap. 

Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan 
1 58. Suatu benda berwuju d harus diaku i s ebagai Kons truksi dalam 

Pengerjaan jika : 
a. besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang 

akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; 
b. biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan 
c. aset tersebut masih dalam proses pengerjaan . 

. l 59. K onstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang 
dimaksudkan digunakan untuk ope,·asional pemerintah daerah 
atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan 
oleh karenanya d iklasifikasikan dalam aset tetap. 

1 60. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang 
bersangkutan jika kriteria berikut terpenuhi : 

a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjalcan; dan 
b. Dapat m embe rikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan 

perolehan . 
. ·J .. S:.J.atu konstruksi c1ala1n pengerjaa11 dipinda h kan ke asse t te tctp _yang 

b\:rsangkutan setelah pekerjaan konstruksi terse but dinyatakan selesai 
clan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya. 

Pengukuran Konst ru ksi Dala m Penge rjaan 
162. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. 
163. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain: 

a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan 
konstruksi; 

b. biaya y a n g d apat diatribusikan pada kegiatan pada 
umumnya dan dapat dialokasi k a n ke konstruksi tersebut; 
dan 

c. biaya lain yang secara khus u s dibayarkan sehubungan 
konstruk si y a ng bersangkutan. 

164. Nilai konstruksi yang dikerj akan o leh k ontraktor m e lalui kontrak 
k onstruksi meliputi : 

a. termin y ang telah dibayarkan kepada kontraktor 
sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan; 

b. kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor 
berhubung d engan pekerjaan yang telah diterima tetapi 
belum dibayar pada tanggal pelaporan; 

c. pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga 
sehubungan dengan pelaksanaan k ontrak konstn.tksi. 

165. J ika konstruks i dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang 
t imbul selama masa konstruks i dikapitalisasi dan menambah 
biaya konstn.tksi, sepanjang biaya terse but dapat 
d iidentifikasikan dan ditetapkan secara andal. 
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1 66. Jumlah biaya pinjaman yang 
jumlah biaya bu nga yang 
bersan.g kutan. 

dikapitalisasi tidak boleh melebihi 
dibayarkan pada periode yang 

167. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset 
yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman 
periode yang bersangkutan dialokasikan ke rn.asing-masing 
konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total 
pengeluaran biaya konstruksi. 

168. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara 
tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeur maka 
biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian 
sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi. 

169. Kontrak konstruicsi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang 
penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis 
pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya 
p1.rvaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis 
pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan. 

Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan 
170. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai 

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi: 
a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut 

tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya; 
b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya; 
c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan; 
d. Uang muka kerja yang diberikan; dan 
e. Retensi. 

Aset Bersejarah (H~ritage Assets) 
1 71 . Kebijakan ini t idak mengharuskan pemerintah daerah untuk 

mencatat aset bersejarah (heritage assets) di neraca namun aset 
tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan 
Keuangan. 

1 72. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat 
lainnya kepada pemerintah daerah selain nilai sejarahnya, 
sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang 
perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan 
prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya. ~· 

Aset Infrastruktur (InfraE"tructure Assets) 
Walaupun kepemilikan dari aset infrastruktur tidak hanya oleh 
pemerintah daerah, aset infrastruktur secara signifikan sering 
d ijumpai sebagai aset pemerintah daerah. Aset infrastruktur 
memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai 
dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini. 

DANA CADANGAN 
174. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung 

kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat 
d ipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci 
menurut tujuan peruntukannya. 

1 75. Penerimaan hasil bunga / deviden rekening dana cadangan 
dicantumkan sebagai penambah dana cadangan. Pada saat 
terdapat informasi tentang hasil bu.nga/deviden dana cadangan 
maka akan menambah dana cadangan dan menambah pendapatan 
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bunga dana cadangan pada Laporan Opearsional. Dan pada saat 
hasil bunga dana cadangan di pinndahkan ke rekening kas 
daerah maka akan menambah Perubahan Saldo Anggaran lebih 
dan menambah pendapatan bunga dana cadangan pada Laporan 
Realisasi Anggaran. 

ASET LAINNY A 
1 76. Aset non lancar lainnya diklasifikasi kan. sebagai aset lainnya. 
1 77. Aset Lainnya terdiri dari: 

a Aset Tak Berwujud; 
b . Tagihan Penjualan Angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 

(dua belas) bulan. 
c . Aset Kerjasama dengan fihak ketiga (Kemitraan) 
d. Kas yang dibatasi penggunaannya 
e . Tagihan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti 

Kerugian Daerah; 
f. Aset Lain-lain. 

Aset Tak Berwujud 
ns. Aset tak berwujud adalah asset non keuangan yang dapat diidentifikasi 

dan tidak mempun!'a i wujud fisik derta dimiliki untuk digunakan dalam 
menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan la innya 
tcrmasuk hak atas kekayaan intelektual. 

. 7,.; Contoh aset tidak ben\·uj ud adalah Sistirn Informasi, hak p2t ten, hak 
cipta, hak merek, serta biaya rise t dun pengembangan. Aset tidak 
benvujud dapat dip( roleh melalui pembelian atau dapat dikernbangkan 
sendiri oleh Pemerintah Kabupaten Semarang. 

180. Aset tak berwujud disusutkan /diarnort isasi untuk menyesuaikan 
n :la inya secarn sistematis sesuai masa manfnatnya. Pcnyusutun a tau 
a mortisasi a set Lak iJenvuj uci dilakuko. n rncnggunakan m etode garis 
lurus dengan tar if sebesar 10%. 

Tagihan Penjualan Angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) 
bulan. 
18 ~. Tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih clari 12 bulan 

menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset 
Pemerintah Kabupaten Semarang secara angsuran kepada pegawai 
Pemerintah Kabupa ten Semarang. Contoh tagih a n penjualan angsuran 
antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan 
dinas. 

1 8 2. Tagihan penjua lan angsuran dinilai sebesar n ilai nomina l dari 
k ontrak/ berita acara pcnjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi 
dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah atau 
daftar saldo tagihan penjualan angsuran. 

Aset Kerja Sama dengan fihak Ketiga (Kemitraan) 
i x3. Aset Kerja Sama dengan Fihak ketiga (Kem itraan) rnerupakan perjanjian 

~1ntara dua fihak atau lebih yang mempunya1 komitmen untuk 
m elaksanakan kegiatan yang d ikendalikan bersama dengan 
:nenggunakan asct dan atau hak usaha yang dmiliki. 

Kas yang dibatasi penggunaannya 
U'-4 Kas yang dibatasi penggunaannya merupakan uang tunai clan saldo 

simpanan di ban k yang tidak setiap saat dapat digunakan untuk 
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membiayai kegia tan pemerintah baik menurut waktu, Jerns maupun 
jumlah dari kegiatan . 

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan 
1 b0. Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan 

terhadap bendaharn dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas 
suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung 
ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang 
dilakukan oleh :::iendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan 
tugas kewajibannya. 

; >s6. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat 
Keputusan Pembebanan setelah dikurar.gi dengan setoran yang telah 
dilakukan oleh benclz hara yang bersangkulcm ke kas daerah . 

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 
· 3-· Tuntutan Ganti Rugi (TOR) merupakan suatu p roses yang dilakukan 

terhadap pegav,_;ai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk 
mcnuntut pengganlia n atas suatu kerugian yang dideri ta oleh Pemda 
s ebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan 
melanggar hukum yang dilakukan olch pegmvai tersebut atau kelalaian 
dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. 

· cki. Tuntutan Ganti I<ugi dinilai sebesar n ilai nominal dalam 
Keterangan Tanggungjav,·ab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi 
setoran yang telah dilakukan oleh pegav,:a1 yang bersan_gkutan 
daerah. 

Aset Lain-Lain 

Surat 
dengan 
ke kas 

~89. Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset la innya yang tidak 
dapat dikelompokkan kc dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan 
Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan 
Kemitraan dengan ~ihak Ketiga, Asel yang sudah tidak bermanfaa L. 

_ 90 . Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari 
penggunaan 2,ktif Pemerintah Kabupaten Semarang serta sudah 
mendapatkan persetujuan penghapusan dari Bupati Semarang. 

Pengungkapan Aset Tetap 
191. Laporan keuangan hanis mengungkapkan untuk masing-masing 

jenis aset tetap sebagai berikut : 
a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai 

tercatat (carrying amount); 
h. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode 

yang menunjukkan : 
( 1) penambahan; 
(2) pelepasan; 
(J) akumulasi penyusutan dan penibahan nilai, jika ada; 
(4) mutasi aset tetap lainnya. 

c. Informasi penyusutan, meliputi: 
( 1) nilai penyusutan; 
(2) metode penyusutan yang digunakan; 
(3) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; 
(4) nilai tercatat bnito dan akumulasi penyusutan pada awal 

dart akhir periode. 
192. Laporan keuanganjuga harus mengungkapkan: 

a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetaR; 
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b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan 
dengan aset tctap; 

c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; 
dan 

d. Jumlah komitm en untuk akuisisi aset tetap. 

~ .BUPATISEMARANG, 

CAPITO 

Ir. SUJARWANTO DWIATMOKO, MSi 
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